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MOTTO

e Keadilan itu menyangkut dua kepentingan, vyaitu kepentingan
masyarakat dan kepentingan orang yang dituntut. Jadi untuk
menegakkan keadilan harus pandai menyeimbangkan kepentingan-

kepentingan tersebut .

" Prof Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S H., 1980, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Bandung,

Sumur Bandung, halaman 16.
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RINGKASAN

Usaha pemerintah dalam membrantas kejahatan narkotika dan obat-obatan
terlarang ( Psikotropika ), merupakan tindakan preventif aparat penegak hukum.
Penentuan jenis obat-obatan terlarang yang diatur oleh undang-undang juga
merupakan kendala tersendiri bagi polisi untuk mengklasifikasikan termasuk jenis
psikotropika atau jenis obat keras. Karena kesamaan bentuknya berupa pil , maka
polisi secara langsung menyidik dan menahan tersangka serta mempersepsikan
bahwa seolah-olah obat keras adalah sama dengan jenis psikotropika.

Jaksa dalam mendakwa pengguna obat keras juga terkesan dipaksakan
agar bagaimana caranya Siterdakwa dapat dihukum dengan melalui dakwaan
alternatif. Pengaturan obat keras ditetapkan dalam Staatblad Nomor 419 tanggal
22 Desember 1949, yang secara yuridis dan filosofis dibentuk sebagai tindak
pidana pelanggaran, bukan tindak pidana kejahatan

Penulis atas dasar itu mencoba mencoba mengangkat permasalahan ini
menjadi bahan skripsi dangan judul “ Analisis Yuridis Tentang Dakwaan Jaksa
Penuntut Umum Terhadap Pengguna Obat Keras ( Studi Putusan
Pengadilan Negeri Kediri Nomor 105/Pid/2003/PN.Kdr ) *“.

Kemudian penulis merumuskan masalah mengenai bagaimana penerapan
Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan terhadap pengguna
obat keras yang bukan jenis psikotropika dalam dakwaan jaksa penuntut umum?.
Mengapa jaksa penuntut umum menerapkan dakwaan alternatif terhadap
pengguna obat keras ?. Serta bagaimana konsistensi hukum acara pidana dari
proses penyidikan sampai dengan proses pembuatan surat dakwaan, dalam
perkara obat keras ?

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah metode yuridis normatif. Pendekatan yuidis nomatif. Penulisan skripsi ini
berdasarkan pada sumber bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan
hukum positif dan sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan

pustaka

xii
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Pada pembahasannya menjelaskan mengenal penerapan Undang Undang
Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dalam dakwaan Jaksa penuntut umum
terhadap pengguna obat keras adalah kurang relevan dengan alasan bahwa
ancaman pidananya terlalu tinggi vyaitu maksimal 15 tahun penjara, serta
bertentangan dengan KUHAP mengenai kecermatan penerapan undang-undang
yang secara yuridis tidak sesuai dengan tindak pidana yang didakwa.

Kemudian juga dibahas mengenai alasan jaksa penuntut umum
menerapkan dakwaan alternatif terhadap pengguna obat keras adalah adanya
keragu-raguan dalam menggunakan dasar hukum yuridis, khususnya mengenai
tindak pidana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan ialah tidak sesuai dengan tindak pidana yang diatur dalam Staatblad
Nomor 419 Tahun 1949 tentang Obat Keras,

Dan disarankan dalam membuat surat dakwaan terhadap pengguna obat
keras, maka sebaiknya jaksa penuntut umum memilih dakwaan yang bersifat
subsidair. Serta dalam proses penegakan hukum ini, maka jika dasar hukum yang
menjadi pedoman dari aparat kepolisian dan kejaksaan dianggap tidak relevan

atau tidak sesuai dengan tindak pidana yang hendak didakwakan.

X1il
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PENDAHULUAN \'\_‘ ’
I.1.Latar Belakang

Dalam proses penegakan hukum, sering terjadi kesalah pahaman oleh
aparat hukum yang secara aktif melakukan perintah jabatan. Hukum acara pidana
merupakan dasar petunjuk aparat penegak hukum tentang prosedur untuk
mempertahankan hukum materiil. Hukum pidana antara lain juga mengatur
masalah dakwaan jaksa penuntut umum.

Tindakan preventif aparat penegak hukum merupakan usaha pemerintah
dalam membrantas kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang ( Psikotropika ).
Penentuan jenis obat-obatan terlarang yang diatur oleh undang-undang juga
merupakan kendala tersendiri bagi polisi untuk mengklasifikasikan termasuk jenis
psikotropika atau jenis obat keras. Karena kesamaan bentuknya berupa pil , maka
polisi secara langsung menyidik dan menahan tersangka serta mempersepsikan
bahwa seolah-olah obat keras adalah sama dengan jenis psikotropika.

Jaksa dalam mendakwa pengguna obat keras juga terkesan dipaksakan
agar bagaimana caranya Siterdakwa dapat dihukum dengan melalui dakwaan
alternatif. Pengaturan obat keras ditetapkan dalam Staatblad Nomor 419 tanggal
22 Desember 1949, yang secara yuridis dan filosofis dibentuk sebagai tindak
pidana pelanggaran, bukan tindak pidana kejahatan. Putusan Pengadilan Negeri
Kedirt Nomor 105/Pid.B/2003/PN.Kdr, pada intinya jaksa penuntut umum
mendakwa Yudi Kriswantoro sebagai pengguna obat keras dengan menggunakan
pasal 80 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang keschatan dan
pasal 3 ayat (1) Staatblad Nomor 419 Tahun 1949 tentang obat keras. Dalam
dakwaannya jaksa sudah jelas tidak dapat membuktikan dakwaan kesatu yaitu
pasal 80 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 tahun 1992, karena tidak relevan
dengan kasus obat keras tersebut, dan pasal inilah yang digunakan jaksa sebagai
dasar penahanan terhadap pelanggaran obat keras, dengan ancaman hukuman
penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000. Kemudian
pada dakwaan keduanya jaksa menggunakan pasal 3 ayat (1) Staatsblad No.419
Undang Undang Tahun 1949 tentang obat keras dari bahan-bahan daflar G.
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/
Schingga dalam kasus ini, majelis hakim tidak ingin membuktikan materi fakta
vang terdapat pada dakwaan kesatu, sedangkan terhadap dakwaan kedua majelis
dapat mengetahui unsur-unsur pasal yang dibuktikan oleh jaksa penuntut umum.

Pada dasarnya kasus ini merupakan pelanggaran administratif dalam izin
farmasi untuk menjual obat keras. Namun ketika mulai disidik pihak kepolisian
telah mempersepsikan sama dengan kejahatan psikotropika, hal ini terlihat dari
pemeriksaan labolatoris kriminalistik yang diminta oleh penyidik Resort Kediri,
vaitu apakah barang bukti tersebut benar mengandung psikotropika, bila benar
maka hal itu dapat dikenai pidana dengan dasar Undang Undang No. 5 Tahun
1997 tentang Psikotropika, namun pada Kenyataannya barang bukti tersebut tidak
mengandung psikotropika maka dasar untuk penahanannya tidak ada, dan ketika
BAP sudah sampai pada Kejaksaan, Jaksa menggunakan dasar hukum penahanan
melalui Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang secara
materiil diancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak
Rp 300.000.000. Dari dasar tersebut penahanan inilah yang terkesan dipaksakan
agar terdakwa dapat tetap ditahan.

Sesuai dengan bunyi pasal 21 ayat (4) KUHAP penahanan tersebut dapat
dikenakan tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau
percobaan tindak pidana selanjutnya diancam pidana penjara selama 5 tahun atau
lebih, Sehingga dari bunyi pasal ini kita dapat melihat apakah kasus pelanggaran
obat keras dapat ditahan atau tidak. Penulis atas dasar itu mencoba mencoba
mengangkat permasalahan ini menjadi bahan skripsi dangan judul * Analisis
Yuridis Tentang Dakwaan Jaksa Penuntut Umnum Terhadap Pengguna Obat
Keras (  Studi Putusan Pengadilan Negeri  Kediri Nomor
105/Pid/2003/PN.Kdr ) «.
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1.2 Perumusan Masalah.

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka permasalahan dapat
penulis rumuskan sebagai berikut -

1. Bagaimana penerapan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang
Kesehatan terhadap pengguna obat keras yang bukan jenis psikotropika dalam
dakwaan jaksa penuntut umum ?

2. Mengapa jaksa penuntut umum menerapkan dakwaan alternatif terhadap
pengguna obat keras ?

3. Bagaimana konsistensi hukum acara pidana dari proses penyidikan sampai

dengan proses pembuatan surat dakwaan, dalam perkara obat keras ?

1.3 Tujuan Penulisan.

Skripsi ini ditulis dan disusun dengan harapan akan memperoleh sesuatu
yang berguna sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam
bidang ilmu hukum. Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

[. Untuk mengetahui dasar hukum penggunaan pasal-pasal dalam Undang
Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, terhadap pengguna obat
keras yang bukan jenis psikotropika dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

2. Untuk mengetahui alasan-alasan yang mendasari jaksa penuntut umum

menerapkan dakwaan alternatif terhadap pengguna obat keras.

|98

Untuk mengetahui konsistensi hukum acara pidana dari proses penyidikan
sampai dengan pembuatan surat dakwaan dalam kasus pelanggaran obat
Keras.

1.4 Metode Penulisan.

Metode penulisan merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan
dan menguji kebenaran pengetahuan yang bersifat ilmiah. Kebenaran tlmiah
tersebut dapat dicari dengan menggunakan metode ilmiah yaitu dengan menggali,
mengolah dan merumuskan data sehingga dapat menyelesaikan permasalahan.
Metode ilmiah dapat dikatakan suaty pengerjaan terhadap kebenaran yang diatur
oleh pertimbangan-pertimbangan yang logis ( Nizar, 1999:44 ) Metode penulisan

skripsi sebagai berikut -

el
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I.4.1 Pendekatan Masalah.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah metode yuridis normatif Pendekatan yuidis nomatif adalah pendekatan
dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau metode
pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat dari para
sarjana hukum terutama yang berhubungan dengan permasalahan (Soemitro,
199:24).

Penggunaan metodologi ini, dalam rangka memperoleh data yang berupa
bahan hukum. Penulis berusaha mengkaji berbagai macam aturan hukum yang
berlaku, baik bersifat mengikat seperti undang-undang atau aturan-aturan yang
timbul dari praktek hukum sehari-hari, terutama berasal dari praktek perkara
pidana dan mengkaji pokok-pokok pertimbangan hukum yang tercantum dalam
putusan pengadilan yang ditunjuk dan erat kaitannya dengan pokok materi.

1.4.2 Sumber Bahan Hukum.

Penulis skripsi ini berdasarkan pada sumber bahan hukum sekunder yang
diperoleh dari bahan pustaka. Sumber bahan hukum sekunder yaitu sumber bahan
hukum tertulis yang diperoleh dengan melakukan penelitian keperpustakaan yaitu
literatur, peraturan perundang-undangan dan dokomen yang ada hubungan dengan
obyek yang diteliti (Soemitro, 1990:20).

Menurut  Soemitro (1990:11) sumber bahan hukum sekunder yang
digunakan dalam penulisan skripsi ini terdini dari -

a. Bahan hukum primer, yang memuat peraturan-peraturan hukum positif batk
yang bersifat materiil maupun formal yang mengatur masalah tehnik dakwaan
Jaksa penuntut umum.

b. Bahan hukum sekunder, yang memuat pendapat, ajaran dan anggapan para ahli
hukum yang tercantum dalam karya ilmiah mandiri maupun berupa artikel-
artikel lepas yang termuat dalam majalah hukum, jurnal hukum.

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum '

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini diperoleh dengan cara
membaca berbagai macam peraturan perundang-undangan, literatur, karya ilmiah,

pendapat para ahli dalam bidang hukum dan berbagai dokumen yang
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diinventarisasi dani sumber bahan hukum. Selanjutnya bahan hukum ini diolah
dengan membuat deskripsi masalah aktual, kemudian mencari pemecahannya
setelah berkonsultasi secara kritis pada seperangkat norma-norma hukum positif

yang berlaku (Soemitro, 1989:20 ).

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu
suatu cara memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan mengenai fakta-
fakta sifat-sifat dan gejala yang ditimbulkan dalam hubungan antara ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dengan data-data yang diperoleh (Soemitro,
1998:138 ). .

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode
deduktif. Metode dedukif adalah suatu metode pembahasan yang dimulai dari
permasalahan yang bersifat umum ke permasalahan yang sifatnya khusus. Data
vang diperoleh baik secara lisan maupun tertulis, diteliti dan dipelajari sebagai
suatu yang utuh kemudian dipaparkan, selanjutnya dari permasalahan yang timbul
ditinjau dan dianalisis berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku sesuai dengan permasalahan.

N
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BAB 11
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI
2.1 Fakta
Hakim majelis pengadilan negeri Kediri telah memeriksa kasus perkara

pidana No. 105/Pid.B/ 2003/PN.Kdr, dengan idenitas terdakwa :

Nama lengkap - YUDI KRISWANTORO
Tempat lahir : Kedin
Jenis Kelamin . Laki-Laki

Umur/tanggal lahir ~ : 23 tahun/ 6 Agustus 1980
Kebangsaan . Indonesia
Tempat Tinggal - Kelurahan Tinalan RT.02 RW.03, Kecamatan

Pesantren, Kota Kediri.

Agama - Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SLTP

Surat dakwaan penuntut umum, menjelaskan bahwa terdakwa telah
memproduksi atau mengedarkan bahan yang mengandung zat aditktif yang tidak
memenuhi standart dan atau persyaratan yang ditentukan dan perbuatan terdakwa
tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

I. Pada hari Senin, 26 Mei 2003 jam 20.00 WIB, terdakwa membeli

obat double L dari Kholis yang beralamat di Pare, Kediri.

[ S

Transaksi dilakukan di Jalan depan rumah terdakwa Kelurahan Tinalan
kediri, Kota Kediri.

(V8]

Jumlah pil Double L sebanyak 10 tik dengan harga Rp.30.000.

4. Kemudian oleh terdakwa dijual lagi kepada Wahyu Anton, sebanyak 3
tik  ( berisi 30 butir pil Double L ) dengan harga Rp.12.000.

5. Bahwa terdakwa selain menjual belikan pil Double L tersebut juga

menggunakan, meminumnya, dan reaksinya terasa mengantuk tetapi

tidak bisa tidur, tenggorokan kering jika digunakan untuk bekerja

terasa ringan.

————— C e —

UL st KRS
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Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian di desa Burengan setelah lari
dari rumahnya.
7. Kemudian ditahan penyidik di Polresta Kediri mulai tanggal 05-06-
2003 sampai dengan 24-06-2003.

8. Diperpanjang Kejaksaan, tanggal 25-06-2003 sampai dengan 03-06-
2003.

9. Dan ditahan jaksa penuntut umum di Rutan Kediri, tanggal 31-07-2003
sampai dengan 19-08-2003.

Sesuail dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalis Forensik Polri
Cabang Surabaya Nomor LAB255 / KNF / 2003, Tanggal 23 juni 2003
menyatakan bahwa barang bukti berupa tablet warna putih dengan logo LL milik
terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL ( tidak
termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk obat keras ).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim membahas dan menguraikan
semua unsur-unsur dari dakwaan berdasarkan fakta-fakta agar terdakwa dapat
dipersalahkan dan dijatuhi hukuman. Dan dakwaan jaksa bersifat alternatif yaitu :

- Kesatu ; melanggar pasal 80 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 tahun

1992 tentang Kesehatan.

- Kedua ;m_ nguar pasal 3 ayat (1) Staatblad Nomor 419 Tahun 1949

tentang Oba “eras.

Dan majelis hakim me ilih mempergunakan dakwaan Kedua, yang secara
yuridis unsur-unsur dari pasai 3 ayat (1) Staatblad Nomor 419 tahun 1949
terpenuhi, serta tebukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa tidak pernah /
tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang untuk memiliki atau
menjual pil double L ( obat keras ).

Jaksa punutut umum telah menuntut dalam Requisitoirnya Nomor Register
Perkara PDM-15 / KDRI / 072003 , yang isinya sebagai berikut :

I. Menyatakan terdakwa Yudi Kriswantoro bersalah melakukan tindak
pidana tanpa hak mempunyai persediaan sebagaimana diatur dalam
pasal 3 ayat (1) Staatblad Nomor 419 Tahun 1949 , tentang Obat Keras

dalam surat dakwaan kedua dan membebaskan dari dakwaan Kesatu.
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2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yudi Kriswantoro dengan
pidana penjara selama 6 (Enam) bulan potong tahanan dengan
perintah terdakwa tetap ditahan .

Majelis hakim dalam pertimbangannya bersifat subyektif terhadap alasan
penahanan, yaitu karena adanya kekuatiran terdakwa akan melarikan diri atau
menghindarkan diri dari pidana yang dijatuhkan. Padahal sesuai dengan KUHAP,
alasan penahanan yang bersifat obyektif haruslah didahulukan dari pada alasan
subyektifnya.

Dan akhirnya majelis hakim menghukum terdakwa dengan penjara selama
6 bulan penjara, dari ancaman maksimum 6 bulan Juga dan putusan ini telah in

kracht atau berkekuatan hukum tetap.

2.2 Dasar Hukum.

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan beberapa
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masyarakat yang dikaji
dalam tulisan ini. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut :
I. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

- Pasal 80 Ayat (4)
(4) Barang siapa dengan sengaja :

a. Mengedarkan makanan dan atau minuman yang tidak memenuhi standar
dan atau persyaratan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);

b. Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau
bahan obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau
buku standar lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan

pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
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- Pasal 21 ayat (3)
Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau
persyaratan keschatan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dan
disita untuk dimusnahkan .
- Pasal 40 ayat (1)
Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat
famakope Indonesia dan atau buku standar lainya.
2. Pasal 3 ayat (1) Staatsblad Nomor 419 Tahun 1949 tentang obat keras :
Barang siapa tanpa hak mempunyai persediaan untuk penyerahan dan
penawaran, untuk penjualan dari bahan-bahan G, diancam dengan hukuman
maksimal 6 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya 5000 golden.
3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.
a. Pasal 19 ayat ()

Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan dalam

hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi

panggilan itu tanpa alasan yang sah.
b. Pasal 21 ayat (4)

Penahan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa

yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian

bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal ini :

a. Tindak pidana itu diancam dengan penjara 5 (Lima) tahun atau lebih.

b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal
296, pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372,
pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 445, pasal 459, pasal
480 dan pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana | pasal 25 dan
pasal 26 Rechtnordonnantie pasal 1, pasal 2, dan pasal 4 Undang Undang
Tindak Pidana Imigrasi ,pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43,
47, dan pasal 48 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang
Narkotika (Lembaran Negara tahun 1976 Nomor 37, Tambahan

L.embaran Negara Nomor 3086 ).
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2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Obat Keras.

Obat-obat keras yaitu obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan
tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan membaguskan,
mendesinfeksikan dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkusan maupun
tidak, yang ditetapkan oleh Secretaris Van Staat, Hoofd Van Het Departement
Van Gesondheid ( DVG = Departemen Kesehatan )  menurut ketentuan pada
pasal 2 ( Kansil CST, 1991 : 180 ).

Pengklasifikasian obat-obatan yang dikategorikan dalam daftar obat keras
adalah mencakup dua kelompok yaitu :

Obat-obatan G ; obat-obatan keras yang oleh Sec. V. St. didaftar pada daftar obat-
obatan berbahaya (Gevaarlijk, daftar G ).

Obat-obatan W ; obat-obatan keras yang oleh Scc. V.St didaftar pada dafiar
peringatan ( Warschuwing, daftar W ).

Penetapan bahan-bahan sebagai obat keras oleh Sec. V.St., dianggap telah
berlaku untuk Jawa dan Madura mulai dari yang ke-30 dan untuk daerah-daerah
lain di Indonesia mulai hari yang ke-100 setelah pengumuman dari daftar-daftar
dan tambahan di Javase Courant ( Kansil CST, 1991: 181 ).

Penyerahan Persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan
dari bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian
rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya
diperuntukan pemakaian pribadi, dilarang. Larangan ini tidak berlaku untuk
pedagang-pedagang besar yang diakui , apoteker-apoteker, yang memimpin
apoteker dan dokter hewan.

Secara khusus Staatsblad No. 419 Tahun 1949 mengatur tentang prosedur
penyerahan obat keras dengan daftar bahan G dan aturan yang terdapat dalam
ketentuan ini merupakan dasar bagi pemerintah untuk mengontrol penggunaan
bahan obat keras. Sec. V.St. dapat menetapkan bahwa suatu peraturan sebagaimana
dimaksudkan pada undang-undang obat keras, jika berhubungan dengan -

penyerahan obat-obatan G yang tertentu yang ditujukan olehnya harus ikut
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ditanda tangani oleh seorang petugas khususnya yang ditunjuk. Jika tanda tangan
petugas ini tidak terdapat, maka penyerahan obat-obat G ity dilarang.

Daftar obat keras dalam arti Undang Undang Obat Keras Tahun 1949,
di*=tapkan pada Keputusan Menteri Kesehatan No. 633 / ph / b : mencabut
kembali surat-surat keputusan tentang dafiar obat keras tanggal 15 Maret 1940
No. 10209 /AZ / F tanggal 25 Juni 1940 No. 23492 / AZ / F dan tanggal 13
Januari 1958 No. 277 / Ph /58 / b.

Obat-obatan yang tercantum dalam daftar tersebut dibawah ini sebagai
obat keras dalam arti Undang Undang Obat Keras ( Staatsblad No. 419 Tahun
1949 ) pasal 1 ayat (1) sub K, juncto pasal | ayat (2) yaitu ;

I. " Semua obat pada bungkus luarnya oleh Si pembuat disebutkan bahwa obat itu

hanya boleh diserahkan dengan resep dokter.

2. Semua obat baru, terkecuali apabila oleh departemen kesehatan telah
dinyatakan secara tertulis, bahwa obat baru itu tidak membahayakan kesehatan
manusia .

3. Semua obat yang dibungkus, sedemikian rupa yang nyata-nyata untuk

digunakan secara parental, baik dengan cz 1 scatikan maupun dengan cara
pemakaian lain dengan jalan merobek rangkaian asli dan jaringan.

4. Yang dimaksud dengan obat baru disini yakni semua obat yang tidak
tercantum dalam Pharmacopee Indonesia dan daftar obat keras atau obat yang
hingga saat dikeluarkannya surat keputusan ini secara resmi belum pernah

diimport dan digunakan di Indonesia.
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2.3.2 Pengertian Pelanggaran Obat Keras.

Pada dasarnya pelanggaran obat keras merupakan jenis pelanggaran
administratif yang berupa penyerahan, dan penawaran untuk penjualan dari bahan
G. Jlemikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa
sehingga secara normal tidak diterima bahwa bahan-bahan ini hanya
diperuntukkan pemakaian pribadi, dilarang.

Larangan ini tidak berlaku untuk pedagang-pedagang besar yang diakui,
apoteker-apoteker, dokter-dokter yang memimpin apoteker, dokter hewan dan
pedagang kecil yang diakui di dalam daerah mereka yang resmi dan terdaftar
dalam pedagang obat-obat keras.

Dalam soal-soal khusus, Inspektur Farmasi dari DVG di Jakarta dapat
memberikan kelonggaran penuh atau sebagian terhadap larangan ini kepada :

a. Pedagang kecil yang diakui.
b. Pedagang besar yang diakui.

Permohonan izin yang dimaksud telah diberikan oleh Kepala
Pemerintahan setempat, setelah mendapat saran-saran dari kepala kesehatan.
Sehingga secara yuridis pelanggar n obat kera. adaiah masalah perizinan dalam
perdagangan farmasi (Kansil, 1991 :183).

Menurut ketentuan Staatsblad No. 419 tahun 1949 mengatur tentang
sanksi pidana yang diancam penjara setinggi-tingginya 6 bulan atau denda
setinggi-tingginya 5000 gulden, dgkenakan kepada yang melanggar perizinan.

Peraturan yang mengatur tentang pelanggaran obat keras secara tegas pada
pasal 4 ditentukan , bahwa tindakan-tindakan yang dapat dihukum dalam pasal ini
dianggap sebagai pelanggaran, bukanlah suatu kejahatan seperti yang ditentukan
dalam ketentuan Undang Undang No. 5 tahun1997 tentang Psikotropika.

Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 | menyatakan
bahwa terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan
kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut Dari
ketentuan ini nyata bahwa pelanggaran yang secara tegas ditentukan dalam
undang-undang obat keras tidaklah dapat dilakukan penangkapan terhadap pelaku
tindak pidana tersebut.
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Bahkan sccara tegas dalam bunyi pasal 21 ayat (4) KUHAP dinyatakan,
penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang
melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam
tindak pidana tersebut dalam hal ini :

a. Tindak pidana itu diancam dengan penjara 5 (Lima) tahun atau lebih.

b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296,
pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378,
pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 445, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506
Kitab  Undang-undang Hukum Pidana , pasal 25 dan pasal 26
Rechtnordonnantie ( pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukat), terakhir
diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471, pasal 1, pasal 2, dan pasal 4
Undang Undang Tindak Pidana Imigrasi( Undang Undang Nomor 8 Drt. Tahun
1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8 ). pasal 36 ayat (7), pasal 41,
pasal 42, pasal 43, 47, dan pasal 48 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1976
tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan
LLembaran Negara Nomor 3086 ).

Dari ketentuan ini juga nyata , bahwa pelanggaran obat keras tidak dapat
dilakukan penahanan karena ancaman dalam pelanggaran obat keras tidaklah lebih
dari 5 tahun penjara atau sebagaimana tindak pidana dimaksud dalam KUHP
diatas.

Pelanggaran obat keras pada hakikatnya adalah permasalahan izin farmasi
yaitu dalam menyerahkan dan memperdagangkan obat keras pada konsumen,
dalam unsur-unsur yang dirumuskan pada ketentuan pidana juga bukanlah
ancaman yang berat bagi para pelanggaran ketentuan ini (Kansil CST, 1991:186).
Sehingga aturan-aturan yang secara tegas haruslah dijadikan dasar hukum dalam
memproses pelanggaran obat keras.

Ancaman pidana penjara maksimal 6 bulan adalah tidaklah sah untuk
melakukan penahanan terhadap pelaku pelanggaran obat keras sesuai bunyi pasal
21 ayat (4) KUHAP, penahanan dapat dinyatakan tidak sah dan melanggar

hukum, jika kasus ini dipraperadilankan.
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2.3.3 Pengertian Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitik

Sebagai Kelengkapan BAP.

Penyidik dalam membuat berita acara mempunyai kewajiban seperti yang
tercantum dalam pasal 121 KUHAP yang berbunyi :

* Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang
diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan
menyebut waktu , tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan,
nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka,
catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu
untuk kepentingan penyelesaian perkara ",

Tujuan dari pemeriksaan dalam penyidikan tindak pidana adalah
menyiapkan hasil pemeriksaan sebagai berkas perkara yang akan diserahkan oleh.
penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang
melakukan penuntutan terhadap tindak pidana, serta berkas tersebut pada akhirnya
akan dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum untuk diperiksa oleh hakim
dalam persidangan pengadilan (Hari Sasangka,1996:3 )

Laboratorium Forensik merupakan teipat dan lembaga POLRI dimana
suatu pemeriksaan yang menyangkut obat-obatan dapat dibuktikan mengenai
kandungan atau materi dari obyek barang bukti tersebut. Dari hasil penelitian
yang akurat melalui perhitungan ilmu pasti dapat diketahui bahwa obat-obatan
yang diperiksa adalah termasuk dalam jenis tertentu.

Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik sebagai dasar oleh
penyidik dan jaksa dalam menetapkan apakah terdakwa dapat ditahan terhadap
kekuatan bukti tersebut. Menurut pasal 187 KUHAP " Surat sebagai mana
tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf C, dibuat atas sumpah jabatan atau
dikuatkan dengan sumpah adalah :

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum

yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan
tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya |

sendiri, disertai dan alasan yang jelas dengan tegas tentang keterangan itu.
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b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perunndang-undangan atau
surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana
yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian
sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

_C. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan
keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara
resmi dari padanya.

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat
pembuktian yang lain”.

Dari penjelasan pasal 187 KUHAP dapat ditegaskan bahwa berita acara
pemeriksaan labortoris kriminalistik adalah termasuk alat bukti keterangan ahli
yang berupa surat dan kekuatan pembuktian lainnya yang bersifat tidak mengikat
hakim dalam persidangan.

Dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik memuat tentang :

I. Nomor Keterangan dan Projutitia.

[a]

Hari tanggal pemeriksaan.

3. Pejabat pemeriksa.

4. Barang bukti yang akan diperiksa.
5. Maksud pemeriksaan barang bukti.
6. Keterangan pemeriksaan.

7. Kesimpulan hasil pemeriksaan.

8. Sisa barang bukti yang diberi label keterangan dan ditanda tangani pemeriksa.
9. Tanda tangan pejabat pemeriksa.

Pada materi yang dimaksud pemeriksaan barang bukti inilah dapat
diketahui apa yang menjadi dasar penyidikan adalah kurang sempurna bila barang
bukti yang dimaksud tidak sesuai perkiraan penyidik dalam hal penyidik
menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi
hukum. Maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut umum tersangka
atau keluarganya ( Kansil CST, 1989:387 ).
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Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada kasus obat keras
adalah sebagai dasar bahwa kandungan dari materi obat tersebut bukanlah jenis
psikotropika dan secara yuridis penyidik telah salah dalam menemukan bukii
permulaan yang cukup sebagai dasar penahanan terhadap tersangka.

Penangkapan dan penahanan dapat dinyatakan tidak sah setelah dasar
hukum untuk melakukan tindakan tersebut dibatalkan dalam penetapan
praperadilan dan polisi harus melaksanakan penetapan tersebut serta memberikan
ganti rugi kepada tersangka. Dalam hal ini dasar hukum penangkapan dan
penahanan adalah penting, karena merupakan awal bahwa penyidik dapat

menetapkan apakah tersangka dapat didakwa dengan dasar hukum tersebut.

2.3.4 Pengertian Berita Acara Pemeriksaan Sebagai Dasar Menyusun Surat
Dakwaan .

A. Berita Acara Pemeriksaan.

Berita acara pemeriksaan adalah suatu berkas yang dibuat oleh penyidik
vang dijadikan pedoman oleh jaksa dalam membuat dakwaan. Tata cara
penyidikan diatur dalam pasal 107 KUHAP sebagai berikut :

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf
a, memberi petunjuk kepada penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b,
dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan .

(2) Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang
dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada pasal 6 (1) huruf b dan
kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum,
penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal itu kepada
penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a.

(3) Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada pasal
6 ayat (1) huruf b, i1a segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada
penuntut umum melalui penyidik tersebut, pada pasal 6 ayht (1) huruf a.

Berkenaan dengan berita acara, pasal 75 KUHAP menegaskan :

(1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang ,

a. Pemeriksaan tersangka
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b. Penangkapan

c. Penahanan

d. Penggeledahan

¢. Pemasukan rumah
f.  Penyitaan benda

Pemeriksaan surat

{95e]

h. Pemeriksaan saksi

1. Pemeriksaan ditempat kejadian

J.  Pelaksanaan penctapan dan putusan pengadilan

k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

(2) Berita acara dibuat olch pejabat vang bersangkutan dalam melakukan
tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.

(3) Berita acara tersebut ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) dan
ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut
pada ayat (1).

Jika dari hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum
mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal
yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal
penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara
itu kepada penuntut umum. Adapun vang dimaksud dengan meneliti adalah
tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang dan
atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan berita acara pemeriksaan
laboratatoris kriminalistik telah sesuai atau telah memenuhi syarat pembuktian
yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik sesuai dengan
bunyi pasal 138 KUHAP (KansilCST,1989:394).

Apabila benda yang dimaksud sebagai bukti permulaan yang cukup, maka
dari kesimpulan sementara olch penyidik yang menangani kasus dibidang narkoba
harus sudah dapat mengetahui bahwa barang bukti tersebut adalah bagian barang

bukti yang dilarang oleh undang-undang,
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Kasus obat keras merupakan pengklasifikasian dari pelanggaran atau
kejahatan obat keras dan psikotropika adalah suatu obat yang secara materi
berbeda tingkat kualifikasinya, maka terhadap tingkat pemeriksaannya harus
berbeda. Berita acara pemeriksaan adalah mutlak sempurna jika dalam proses
pembuatan surat dakwaan jaksa dapat menemukan dasar hukum vang vyuridis
~sebagai upaya untuk menghukum tersangka, dengan melalui pasal-pasal yang
mengaturnya, sehingga kelengkapan adalah syarat utama bagi jaksa penuntut
umum dalam menyusun surat dakwaan.

Untuk menyatakan berkas sudah dianggap lengkap, penuntut umum harus
meneliti kelengkapan formal maupun kelengkapan material dari berkas vang
dibagi menjadi 2 yaitu :

a.  Kelengkapan formal diantaranya :

I Identitas tersangka pasal (143 ayat (2) huruf a KUHAP).

2. Surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam hal dilakukan
penggeledahan (pasal 33 KUHAP dan penyitaan pasal 38 KUHAP).

3. Surat izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat, apabila dilakukan
pemeriksaan surat (pasal 47 KUHAP).

4. Adanya pengaduan dari orang yang berhak melakukan pengaduan dalam
tindak pidana pengaduan.

5. Pembuat berita acara pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka,
penangkapan , penggeledahan, dan sebagainya. Seperti yang dimaksud
dalam (pasal 75 KUHAP) dan ditandatangani oleh mereka yang berhak.

b. Kelengkapan Material.

Yang dimaksud kelengkapan material adalah suatu berkas perkara
sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan, yakni harus
memenuhi alat bukti seperti yang diatur dalam pasal 183 dan 184 KUHAP,
schingga dari hal-hal tersebut dapat disusun surat dakwaan seperti yang
disyaratkan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.
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B. Pengertian Surat Dakwan.

Surat dakwaan (tuduhan) adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu
rumusan dari tindakan pidana yang dituduhankan, yang sementara dapat
disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar
bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan (Karim Nasution,1972:75).

Sedangkan pengertian menurut [.A.Nederburgh (Karim Nasution 1972:76)
adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena ialah yang
merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim.
Memang pemeriksaan itu tidak batal, Jika batas-batas itu dilampaui tetapi putusan
hakim hanyalah boleh mengenai peristiwa-peristiwa vang terletak dalam batas-
batas itu. Sebab itu terdakwa tidaklah dapat dihukum karena suatu tindak pidana
yang tidak disebutkan dalam surat dakwaan, jika tidak tentang tindak pidana yang
walaupun disebut didalamnya, tetapi tindak pidana tersebut hanya dapat dihukum
dalam suatu keadaan tertentu ternyata memang ada, tetapi tidak dituduhkan.
Demikian pula tidak dapat dihukum, karena tindak pidana tersebut telah terjadi
secara lain dari pada yang dituduhkan.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian diatas adalah betapa pentingnya
surat dakwaan didalam proses persidangan, oleh karena berdasarkan surat
dakwaan tersebut hakim memberikan putusan terhadap fakta perbuatan yang
dianggap terbukti dan didukung dengan alat bukti yang sah menurut hukum dan
perundang-undangan serta keyakinannya. Ruang lingkup pemeriksaan dimuka
persidangan telah dibatasi oleh surat dakwaan. Hakim dalam hal ini harus
memutuskan sesuai dengan surat dakwaan (Hari Sasangka,1996:66). Secara garis
besar tugas jaksa menurut Undang Undang Nomor 15 Tahun 1961 adalah :

1. Melakukan penuntutan didalam perkara pidana.
2. Melakukan penyidikan lanjutan ( nas poring )

Untuk melaksanakan tugas jaksa dalam penuntutan, menurut bunyi pasal

12 Undang Undang Nomor 15 Tahun 1961 adalah sebagai berikut :

1. Jaksa mempunyai wewenang membuat surat tuduhan
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2. Dalam hal surat tuduban kurang memenuhi syarat-syarat, jaksa wajib
memperhatikan saran-saran yang diberikan oleh hakim sebelum pemeriksaan
sidang pengadilan dimulai.

3. Surat tuduhan harus terang dan dapat dimengerti oleh terdakwa.

Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat
dilakukan penuntutan, atau dengan kata lain berkas tersebut sudah memenuhi
syarat, penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan
( pasal 140 ayat (1) KUHAP).

Penuntut umum haruslah memperhatikan persyaratan yang ditentukan olch
pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP yang berbunyi :

(2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan
ditandatangani serta berisi :

a. nama lengkap, tanggal lahir umur atau tanggal lahir jenis kelamin
kebangsaan tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang
didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu
dilakukan.

(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud
dalam ayat (2) huruf b, batal demi hukum.

C. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.

Menurut bentuknya surat dakwaan dapat disusun sebagai berikut -

1. Surat Dakwaan Tunggal.

Pembuatan surat dakwaan tunggal adalah pembuatan surat dakwaan vang
paling ringan bila dibanding dengan surat dakwaan lainnya. Surat dakwaan ini
dibuat jika penuntut umum yakin atas perbuatan seorang terdakwa atau beberapa
orang terdakwa :

- Cukup bisa didakwakan satu jenis atau satu macam tindak pidana saja.

- Melakukan satu perbuatan, tetapi melanggar beberapa ketentuaan pidana

( Concursus idealis sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (1) KUHP).

- Melakukan perbuatan berlanjut (Voorgezette Handeling) seperti diatur dalam

pasal 64 ayat (1) KUHP.
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2. Surat Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan ini dibuat apabila ada beberapa tindak pidana yang tidak
ada hubungan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain
(berdiri sendiri) atau dianggap berdiri sendiri, akan didakwakan kepada seorang
terdakwa atau beberapa orang terdakwa.

Waktu dari tempat terjadinya tindak pidana untuk tindak pidana vang tidak
ada hubunganya yang satu dengan yang lain (berdiri sendiri-sendiri) adalah
berlainan, sedangkan bagi tindak pidana yang dianggap berdiri-sendiri waktu dan
tempat adalah sama.

Konsekuensi dari  surat dakwaan dengan bentuk kumulatif dalam
persidangan harus dibuktikan Sémuanya satu persatu. Apabila penuntut umum
menganggap terbukti semuanya, maka dalam konsekuensi dari surat dakwaan
dengan bentuk kumulatif dalam persidangan harus dibuktikan semuanya satu
persatu. Apabila penuntut umum menganggap terbuktinya semuanya, maka
didalam membuat tuntutan pidana harus diingat pasal 63 sampai pasal 71 KUHP,
yakni permintaan lamanya pidana paling berat adalah lamanya ancaman pidana
terberat ditambah sepertiganya.

3. Surat Dakwaan Alternatif,

Surat dakwaan ini dibuat apabila tindak pidana yang akan didakwakan
pada terdakwa hanya satu tindak pidana, tetapi penuntut umum ragu-ragu tentang
tindak pidana apa yang paling tepat untuk didakwakan sehingga surat dakwaan
yang dibuat merupakan alternatif bagi hakim untuk memilihnya. Menurut Van
Bemellen (Andi Hamzah,1987:52) mengemukakan:

a. Penuntut umum tidak mengetahui dengan pasti perbuatan mana dari ketentuan
pidana yang didakwakan akan terbukti nantinya di Pengadilan, misalnya
apakah terbukti nantinya membujuk melakukan atau melakukan perbuatan,

b. Penuntut umum meragukan pidana mana yang akan di terapkan oleh hakim
atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. Jadi hakim
bebas memilih salah satu dakwaan tersebut yang terbukti, tanpa memeriksa

dan memutuskan dakwaan lainnya.
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%. Surat Dakwaan Subsidair.

Pembuatan surat dakwaan subsidair sering dikacaukan dengan pembuatan
surat dakwaan alternatif, terutama mereka yang kurang memahami penggunaan
dan maksud penyusunan surat dakwaan tersebut. Penggunaan dalam praktik
sering terjadi salah memahami antara keduanya.

Dalam pembuatan surat dakwaan alternatif, Penuntut umum ragu-ragu
tentang jenis tindak pidana atau perbuatan yang akan didakwakan kepada
terdakwa, karena fakta-fakta dari berita acara pemeriksaan penyidikan kurang
Jelas terungkap benar tindak pidananya. Sedangkan dalam dakwaan subsidair
penuntut umum tidak ragu-ragu tentang jenis pidananya, tetapi  yang
dipermasalahkan adalah kualifikasi dari tindak pidananya apakah termasuk
kualifikasi berat atau ringan. .

Surat dakwaan tersebut disusun dalam bentuk primair, subsidair dan seterusnya
dengan urutan pasal yang terberat terlebih dahulu baru pasal yang ringan
hukumannya.

5. Surat Dakwaan Kombinasi

Surat dakwaan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktik
penuntutan, agar terdakwa tidak bebas dari hukuman, yakni karena kompleksnya
masalah yang dihadapi oleh penuntut umum. Dalam penyusunan surat dakwaan
ini haruslah diperhitungkan dengan masak-masak oleh penuntut umum tentang
tindak pidana yang akan di dakwakan, serta harus diketahui konsckuensinya di
dalam pembuktian dan penyusunan tuntutan pidana berdasarkan surat dakwaan
yang dibuat bentuk-bentuk surat dakwaan dapat disusun sebagai berikut -
Kumulatif Subsidair, Kumulatif Alternatif, Subsidair Alternatif.

Dari ketentuan diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa surat dakwaan haruslah
memenuhi syarat-syarat yakni, syarat formal dan syarat material.

Yang dimaksud dengan syarat formal yakni adalah
a. Surat dakwaan tersebut harus diberi tanggal dan ditanda tangani ;

b. Terdapat identitas terdakwa yakni, nama lengkap, tempat lahir, umur atau
tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan

tersangka.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(§e]
(O8]

Sedangkan yang dimaksud syarat material adalah -

a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang
didakwakan;
b. Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Mengingat undang-undang tidak memberikan penjelasan  (Kejaksaan
Agung, 1985:10-11) perlu kiranya dijelaskan apa yang dimaksud dengan
pengertian cermat, jelas, dan lengkap. Yang dimaksud cermat adalah ketelitian
jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan ketelitian jaksa penuntut umum
dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang
yang berlaku bagi terdakwa serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan
yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan
batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktian antara lain misalnya ;

- apa ada pengaduan, dalam hal delik aduan;

- apakah penerapan hukum / ketentuan pidananya sudah tepat;

- apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan  tindak
pidana tersebut;

- apakah tindak pidana terscbut belum atau sudah kadaluwarsa;

- apakah tindak pidana yang didakwakan tidak ne bis in idem.

Pada pokoknya kepada jaksa penuntut umum dituntut untuk bersikap teliti
dan waspada dalam semua yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan
perkara dimuka sidang pengadilan,

Yang dimaksud dengan jelas adalah jaksa penuntut umum harus mampu
merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan
dengan uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam
surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan sekali-kali memadukan
dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan yang lain, yang unsur-
unsurnya berbeda satu sama lain atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada
uraian dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama)

sedangkan unsur-unsurnya berbeda.
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Yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian surat dakwaan harus
mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap.
Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau
tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga
berakibat perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana menurut undang-
undang (Hari Sasangka,1996:36) maka dari uraian diatas sangat jelas bahwa pada
kasus obat keras, dakwaan haruslah cermat terhadap penerapan hukumnya , dan
jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik dengan
undang-undang yang mengaturnya, sehingga menjadi jelas serta lengkap bahwa

pada kasus obat keras dapat dijerat dengan pasal-pasal yang mengaturnya.

D. Yurisprudensi Surat Dakwaan.

I. Menurut Hoge Raad 9 November 1948, N.J 1949 nomor 37, dengan catatan
dari W.p.,semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap itu harus
dicantumkan didalam surat dakwaan.

2. Menurut pendapat Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 1 Oktober 1939, adalah
tidak cukup apabila di dalam surat dakwaan itu hanya disebut secara umum
tentang undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dilanggar oleh
terdakwa, tanpa sesuatu uraian mengenai tindak pidana tertentu yang telah
dilakukan oleh terdakwa.

3. Yang menjadi dasar pemeriksaan oleh pengadilan ialah surat tuduhan dan
bukan tuduhan yang dibuat oleh polisi. Putusan Mahkamah Agung tanggal 28-
03-1957 Nomor 47 / K / Kr / 1956.

- Yang bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perkara pidana didalam
persidangan adalah penuntut umum dengan menuangkan tindakan pidana yang
dilakukan oleh terdakwa dalam surat tuduhan (baca;dakwaan). Sehingga
penuntut umum berhak untuk memperbaiki tuduhan tuduhuan yang dibuat oleh
polisi  (baca:penyidik) dalam keseimbangan berita acara pemeriksaan

penyidikan.
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2.3.5 Pengertian Tuntutan.

Tuntutan jaksa penuntut umum adalah tuntutan pidana atau requisitoir
yang disusun oleh penuntut umum dalam memberikan sanksi / hukuman
berdasarkan kesimpulan dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan
menurut visi penuntut umum (Hari sasangka,196:136).

Ketentuan yang mengatur penuntut umum ini ditetapkan dalam pasal 182
ayat (1) huruf a KUHAP vaitu
" Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai penuntut umum mengajukan tuntutan

pidana ".

Jadi apabila menurut penuntut umum fakta-fakta yang diperoleh dari
persidangan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada
terdakwa, maka penuntut umum menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan
memohon pada majelis untuk menjatubkan pidana kepada terdakwa di dalam
tuntutan pidananya. Demikian pula sebaliknya apabila fakta-fakta didalam
persidangan tidak dapat membuktikan terdakwa bersalah, yakni unsur-unsur
tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa tidak terpenuhi, maka penuntut
umum menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dan mengajukan tuntutan
bebas bagi terdakwa, kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut .

Ist tuntutan pidana disusun berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari
pemeriksaan sidang pengadilan, schingga dasar tuntutan pidana sesungguhnya
merupakan kesimpulan yang diambil oleh penuntut umum terhadap fakta-fakta
yang terungkap dalam persidangan.

Tuntutan pidana secara garis besar haruslah  secara lengkap
menggambarkan :

1. Surat dakwaan;
2. Pemeriksaan dipersidangan tentang :
- keterangan saksi:
- keterangan ahli:
- surat ;
- petunjuk ;

- keterangan terdakwa .
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3. Fakta-fakta persidangan ;
4. Pembuktian ;
5. Tuntutan pidana.

Namun demikian seringkali tuntutan pidana disusun lebih sederhana,
fakta-fakta persidangan sudah tersirat dalam pemeriksaan alat-alat bukti di
persidangan, schingga susunan tuntutan pidana tersebut menjadi lebih sederhana
sebagai berikut :

(1) surat dakwaan

(2) pemeriksaan alat bukti dipersidangan;
(3) pembuktian;

(4) tuntutan pidana.

Bagi scorang jaksa surat tuduhan harus dianggap sebagai mahkotanya,
sebab dari sanalah akan memulai tugasnya sebagai wakil negara untuk
membuktikan seseorang yang dihadapkan ke Pengadilan memang bersalah atau
tidak bersalah.

Demikianlah artinya pentingnya surat tuduhan atau surat dakwaan bagi
seorang jaksa dalam proses acara pidana ialah untuk menggerakan proses dalam
memajukan seorang dimuka sidang pengadilan, sebagai dasar penuntutan. Harus
sudah jelas dakwaan apa yang dikenakan dan dimana diketemukan pasal-pasal

dari perundang-undangan yang akan didakwakan itu (Joko Prakoso. | 988.99).
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PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
Terhadap Pengguna Obat Keras Dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
Jaksa penuntut umum mempunyai kewajiban khusus dalam membuat surat
dakwaan yang telah dituduhkan kepada tersangka. Surat dakwaan tersebut secara
yuridis harus ditemukan pada peraturan hukum yang berlaku dan dasar hukum ini
haruslah relevan atau sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, pada dasarnya
dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia dalam rangka usaha memajukan
kesejahteraan umum termasuk pelayanan kesehatan rakyat, dan secara yuridis
pemerintah Repulik Indonesia telah mengamandemen Undang Undang Nomor 3
Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Kesehatan menjadi undang-undang ini :

A. Pemerintah dalam memajukan pelayanan kesechatan mempunyai  tugas
dibidang pemeliharaan kesehatan antara lain -

1). Pemerintah memelihara dan mempertinggi derajat keschatan rakyat
dengan menyelenggarakan dan menggiatkan usaha-usaha dalam
lapangan;

2). Pemulihan keschatan :

3). Penerangan pendidikan kesehatan kepada rakyat ;

4). Pendidikan tenaga kesehatan ;

5). Perlengkapan obat-obat dan alat kesehatan :

6). Penyelidikan-penyelidikan:

7). Pengawasan |

B. Pemerintah Belanda berusaha mencukupi keperluan rakyat yang pokok untuk
hidup sehat, yang terdiri atas sandang pangan, perumahan, serta melakukan
usaha-usaha untuk mempertinggi kemampuan ekonomi. Keadaan ekonomi
adalah keperluan sangat berpengaruh terhadap kesehatan.

C. Pemerintah melakukan pencegahan penyakit.

D. Pemerintah memberantas penyakit menular dan penyakit endemis.
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Pemerintah mengusahakan pengobatan dan perawatan untuk masyarakat.

Pemerintah menjamin kesehatan pegawai negeri.

G. Pemerintah mengingatkan dana sakit.

H. Pemerintah mengusahakan pengobatan secara merata.

Pemerintah menyadarkan masyarakat tentang kesehatan.
Pemerintah mengawasi dan mengatur pendidikan tenaga kesehatan.

. Pemerintah menetapkan penyebaran tenaga kesehatan.

J.

K

L. Pemerintah berusaha mencukupi keperluan rakyat akan obat.
M

- Pemerintah menyelidiki tentang kesehatan masyarakat (Kansil CST,1991:6).

Maka sangat jelas bahwa secara filosofis, pembentukan Undang Undang

Nomor 23 Tahun 1992 didasarkan pada pelayanan keschatan khususnya tentang

hukum kedokteran, dan secara historis undang-undang ini adalah hasil revisi atau

amandemen Undang Undang Nomor 9 Tahun 1960 yang dianggap pemerintah

Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan

masyarakat.

Dalam kasus obat keras , jaksa telah menerapkan Undang Undang Nomor

23 Tahun 1992 khususnya pasal 80 ayat (4) yaitu ;

(4) Barang siapa dengan sengaja :

a.

mengedarkan makanan dan atau minuman yang tidak memenuhi standar dan

atau persyaratan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 ayat (3);

- memproduksi dan atau mengedarkan persediaan farmasi berupa obat atau bahan

obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar
lainnya scbagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1),

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana
denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- Pasal 21 ayat (3)

Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau
persyaratan  kesehatan dan atau membahayakan keschatan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dan

disita untuk dimusnahkan _
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- Pasal 40 ayat (1)

Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat
famakope Indonesia dan atau buku standar lainya,

Penerapan pasal 80 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992
kurang relevan terhadap pengguna obat keras dengan alasan sebagai berikut :

a. Ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan pidana denda paling banyak
Rp 300.000.000.

b. Tidak diaturnya mengenai unsur-unsur delik khusus pelanggaran obat keras,

¢. Merupakan rumusan umum dari unsur tindak pidana berupa :

- Barang siapa .

- Dengan sengaja.

- Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan
obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar
lainnya. (termasuk Psikotropika atau obat keras tidak dijelaskan).

d.  Dengan menggunakan pasal ini maka dasar penahanan polisi dan kejaksaan
adalah menjadi sah, walaupun secara hirarki unsur rumusan deliknya tidak
“terpenuhu..

Tujuan utama dari surat dakwaan ialah bahwa undang-undang ingin
melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu
peristiwa pidana, untuk itu maka sifat-sifat khusus dari sesuatu tindak pidana yang
telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya (Karim
Nasution,1972:77).

Putusan Perkara Nomor 105/Pid.B/2003/PN.Kdr, merupakan salah satu
kasus pelanggaran obat keras, yang oleh majelis hakim pemeriksa dianggap
sebagai kejahatan obat keras, secara sosiologis dianggap bukan lagi sebagai
pelanggaran administratif, tetapi merupakan kejahatan dibawah kwalifikasi
kejahatan  psikotropika.  Sehinga  penafsiran majelis  hakim  pemeriksa
menganalogiskan penafsirannya dengan norma masyarakat. Sehingga  dakwaan
Jaksa adalah tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dalam menafsirkan tindak

pidana pelanggaran, dan jaksa penuntut umum hanya membuat suatu rumusan
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tindak pidana yang bersifat umum dengan disertai ancaman pidana schbagaimana
kasus kejahatan psikotropika.

Dakwaan jaksa telah bertentangan dengan pasal 143 ayat (2) huruf b
KUHAP , mengenai kecermatan penerapan undang-undang dan secara vuridis
tidak sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan. Penerapan Undang Undang
Nomor 23 Tahun 1992 juga merupakan dasar dakwaan alternatif yang secara
normatif tidak dipilih oleh majelis hakim pemeriksa sidang, dengan pertimbangan
tidak dapat dibuktikannya penafsiran tentang tindak pidana pelanggaran
administratif yang diancam sama dengan tindak pidana kejahatan psikotropika.

Penafsiran di luar materi rumusan unsur-unsur tindak pidana yang
didakwakan adalah syah , tetapi secara yuridis dakwaan jaksa penuntut umum

tetap dianggap tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.

3.2 Jaksa Penuntut Umum Menerapkan Dakwaan Alternatif Terhadap
Penggunaan Obat Keras.

Dalam  kasus obat keras, jaksa sebagai penuntut umum banyak
menerapkan dakwaan yang bersifat altematif. Pada dasarnya dakwaan ini dibuat
oleh jaksa dalam keadaan ragu-ragu terhadap berita acara hasil penyidikan
khususnya mengenai jenis tindak pidana vang diatur dengan undang-undang
khusus.

Menurut Van Bemelen ( Andi Hamzah,1987:52 ) mengemukakan tentang
dakwaan alternatif yaitu
I. Penuntut umum tidak mengetahui dengan pasti perbuatan mana dari ketentuan

pidana yang didakwakan akan terbukti nantinya di Pengadilan.
2. Penuntut umum meragukan ketentuan pidana mana yang akan diterapkan oleh
hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata terbukti.

Berdasarkan pendapat Van Bemelen sangat jelas bahwa pada dakwaan
jaksa penuntut umum yang menangani kasus obat keras, terdapat keragu-raguan
jaksa dalam menggunakan dasar hukum yuridis yang secara materiil dapat

menjerat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
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Obat keras merupakan barang bukti yang secara yuridis dijadikan dasar
penahanan, dan penahanan ini dianggap tidak sah jika diterapkan pada tindak
pidana pelanggaran, serta tidak termasuk jenis tindak pidana kejahatan seperti
pada kasus psikotropika.

Secara formal penerapan dakwaan alternatif terhadap pengguna obat keras
dapat dibenarkan, tetapi dalam hal-hal pokok yang secara khusus diatur dalam
pasal 21 ayat (4) KUHAP yaitu :

" Penahanan terscbut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa
yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan
dalam tindak pidana tersebut dalam hal ini -

a. Tindak pidana itu diancam dengan penjara S (Lima) tahun atau lebih.

b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296,
pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378,
pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 445, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506
Kitab Undang-undang Hukum Pidana |, pasal 25 dan pasal 26
Rechtnordonnantie ( pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai), terakhir
diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471, pasal 1, pasal 2, dan pasal 4
Undang Undang Tindak Pidana Imigrasi( Undang Undang Nomor 8 Drt. Tahun
1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8 ), pasal 36 ayat (7), pasal 41,
pasal 42, pasal 43, 47, dan pasal 48 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1976
tentang Narkotika (Lembaran Negara tahun 1976 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3086 ) .

Maka dakwaan alternatif haruslah tidak bertentangan dengan meteri dari
tindak pidana yang akan dibuktikan dan dakwaan lainya haruslah relevan sebagai
dasar penahanannya, agar dasar hukum yang digunakan bukan hanya merupakan
salah satu cara agar terdakwa dapat ditahan, tanpa tuduhan yang relevan.

Putusan Perkara Nomor ]05!?1'(1.[3/2003/}’N.Kdr, adalah  kasus
pelanggaran obat keras yang didakwakan dengan dakwan alternatif yaitu : kesatu
dianggap melanggar pasal 80 ayat (4) Undang Undang Tahun 1992 Tentang
Kesehatan dan kedua pasal 3 ayat (1) Staatblad Nomor 419 Tahun 1949 Tentang
Obat Keras.
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Berdasarkan dakwaan perkara ini, dapat disimpulkan bahwa dakwaan
alternatif yang diterapkan oleh Jaksa penuntut umum tidak mempunyai
korelasi/hubungan khusus dalam rumusan delik yang memuat unsur-unsur tindak
pidana yang akan dibuktikan. Sehingga majelis hakim pemeriksa langsung
memilih dasar hukum yang diangpap terbukti saja, dengan mengesampingkan
penafsiran terhadap tindak pidana apa saja yang dapat ditangkap dan ditahan
menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP, yang ditentukan, bahwa penahanan hanya
dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang diancam penjara 5 tahun penjara
atau lebih.

Dalam dakwaan alternatif ini, jika dakwaan kesatu yang ancamannya 15
tahun tidak digunakan oleh majelis hakim. maka secara yuridis penahanan dapat
dianggap tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, walaupun ada alasan
subyektif dari penyidik akan ketakutan tersangka melarikan diri, tetapi alasan ini
harus diprioritaskan setelah alasan obyektif yaitu yang tertuang dalam pasal 21
ayat (4) KUHAP .

Dakwaan adalah sebagai batasan bagi majelis hakim pemeriksa untuk
menetapkan apakah penerapan dakwaan alternatif dapat ditafsirkan sebagai
keragu-raguan jaksa penuntut umum dalam mendakwa pengguna obat keras,
Schingga majelis  hakim bolech memuat dasar hukum sendiri  untuk
mengesampingkan kekosongan hukum, khususnya mengenai jenis pelanggaran
yang dapat ditahan.

Berdasarkan inisiatif majelis hakim pemeriksa int dapat diartikan bahwa
majelis hakim telah berpendapat lain terhadap dasar hukum yang digunakan jaksa
pada dakwaan alternatif, dengan tetap pada rumusan salah satu unsur vang
didakwakan olch jaksa penuntut umum.

Maka majelis hakim secara yuridis  normatif telah  sedikit
mengesampingkan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun
1981 mengenai hukum pidana formil (KUHAP), sebagai penegak kebenaran
hukum pidana materiil. Dan dakwaan alternatif vang diterapkan oleh jaksa

penuntut umum adalah sah menurut sudut pandang hakim majelis pemeriksa.
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Dengan  analisis yuridis  dakwaan alternatif ini, scharusnya jaksa
menggunakan dakwaan subsidair yaitu :

Dakwaan subsidair disusun secara primair, subsidair, meer subsidair (lebth
subsidair) atau terutama. penggantinya, penggantinya lagi dan seterusnya, dimulaj
dari yang terberat, lebih ringan dan selerusnya. Hakim pun jadinya akan
memeriksa dakwaan yang’ terberat lebih dahulu, kalau tidak terbukti baru
diperiksa yang lebih ringan dan seterusnya. Dalam memutus perkarapun hakim
dalam diktumnya (pertimbangannya) menyebutkan dakwaan mana yang terbukti,
tetapi hanya salah satu dari dakwaan itu saja yang diputus. Maksudnva kalau
terbukti dakwaan primair. maka dakwaan subsidair dan selanjutnya tidak usah
dicarikan dan diberikan keputusan (Andi I!am?ﬂh,1994:50).

Dasar yuridis yang digunakan jaksa penuntut umum pada umumnya
kurang kuat untuk melakukan penangkapan dan penahanan, dan secara filosofis
perlu adanya pembenahan dibidang undang-undang obat keras, agar jaksa
penuntut umum lebih mudah menerapkan dakwaan subsidair, bukan dakwaan
alternatif. Bentuk dakwaan alternatif selama ini kita kenal sebenarnya adalah
bentuk dakwaan subsidair, Bentuk dakwaan alternatif yang sebenarnya dapat kita
lihat dalam dakwaan itu sendiri yang mengecualikan dan terkadang jelas-jelas
mempergunakan kata-kata atau..._dan seterusnya (Andi Hamzah, 1994 49),

Sehingga  manjadi sangat  jelas, mengapa jaksa penuntut  umum
menerapkan dakwaan alternatif terhadap pengguna obat keras. Dengan alasan
yang logis yaitu :

I. Bahwa jaksa penuntut umum telah salah dalam menerapkan dakwaan
subsidair pada kasus obat keras sebelumnya.

2. Bahwa jaksa penuntut umum telah mengetahui tentang tidak adanya
hubungan korelsi antara rumusan pasal 80 ayat (4) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun1992 dengan pasal 3 ayat (1) Staatblad Tahun 1949,

(&%)

- Bahwa jaksa penuntut umum berusaha menganggap bahwa penanganan
obat keras adalah sama dengan kejahatan psikotropika.
4. Bahwa jaksa penuntut umum mempunyai dasar tuntutan yang berupa

dapat dibuktikannya salah saty rumusan delik dalam dakwaan alternatif
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5. Bahwa jaksa penuntut umum dapat membuktikan unsur tindak pidana
pelanggaran obat keras , tanpa pelu membuktikan asas kesalahan yang
dapat ditangkap atau ditahan secara sah.

Dari alasan-alasan ini sudah sewajarnya sistem peradilan dalam suatu
kasus. pelanggaran obat keras akan berlaku asas kebiasaan/sosiologis, tanpa perlu
mengnormatitkan asas-asas  pidana yang bersifat kaku terhadap kebutuhan
- keadilan masyarakat umumnya . " Benar menurut undang-undang belum tentu
benar menurut masyarakat " demikian pernyataan dari salah satu hakim
pemeriksaan bernama Mulyanto, S.H.. yang menangan kasus perkara Nomor

105/Pid.B/2003/PN, Kdr.

3.3 Konsistensi Hukum Acara Pidana Dari Proses Penyidikan Sampai Proses
Pembuatan Surat Dakwaan Dalam Perkara Obat Keras,

Dalam penegakan hukum pidana matereiil . maka aparat penegak hukum
wajib berpedoman pada hukum acara pidana yang secara formal dapat
mempertahankan kebenaran materiii, Dan dasar pedoman hukum acara pidana
dilaksanakan secara sistematis serta prosedural.

Penyidikan merupakan langkah awal dalam poses penanganan tindak
pidana sesuai dengan tata cara yang diatur pada pasal 107 KUHAP -

I. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a,
memberi petunjuk kepada penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b, dan
memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan .

2. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana sedang
dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada pasal 6 (1) huruf b dan
kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum
penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan pada penyidik pada
pasal 6 ayat (1) huruf a.

L%}

. Dalam hal tindak pidana telah diselesai disidik oleh penyidik tersebut pada
pasal 6 ayat (1) huruf b, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada

penuntut umum melalui penyidik tersebut, pada pasal 6 ayat (1) huruf a.
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Dari tata cara di atas jelas sekali bahwa hasil penyidikan harus didasarkan
pada ketentuan KUHAP dengan memenuhi syarat-syarat kelengkapan berita acara
pemeriksaan khususnya dasar hukum yang kuat terhadap alasan penangkapan dan
alasan penahanan, dan jika penyidikan dalam melakukan pemeriksaan tidak
menemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka dalam waktu 24 jam
tersangka harus segera dibebaskan.

Secara normatif polisi telah melaksanakan proses penyidikan dengan benar
terhadap pelanggaran obat keras, dan hal ini dibuktikan dengan kelengkapan
berita acara pemeriksaan yang diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Tetapi
dalam hal materiil, polisi tetap menyamakan atau mempersepsikan  bahwa
pelanggaran obat keras sama dengan kejahatan dibidang psikotropika, seperti
yang tercantum dalam maksud pertanyaan di Berita Acara Pemeriksaan
Laboratoris Kriminalistik Kepolisian yaitu :

"Apakah barang bukti tersebut benar mengadung sediaan Psikotropika ?".

Maksud pertanyaan ini dapat disimpulkan bahwa penyidik, telah menduga
bahwa barang bukti tersebut adalah sejenis psikotropika dan secara otomatis
penahanan yang dilakukan oleh penyidik adalah hasil perkiraan sementara tentang
dugaan penggunaan psikotropika yang diatur dalam Undang Undang Nomor 5
Tahun 1997 | serta merupakan tindak pidana kejahatan.

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 105/Pid.B/2003/PN Kdr., terdapat
suatu hasil putusan majelis hakim yang menghukum terdakwa, tetapr tidak
menggunakan dakwaan jaksa penuntut umum yang sifatnya mengesahkan dasar
hukum untuk melakukan penangkapan dan penahanan, hal ini disebabkan karena
perbuatan terdakwa dianggap bersalah atau tindak pidana yang dicela oleh
masyarakat.

Pelanggaran obat keras merupakan kasus kecil yang secara finansial
terdakwa tidak sanggup menyewa penasehat hukum dan banyak sekali hak-hak
tersangka yang dalam proses konsistensi pelaksanaan KUHAP dilanggar demi
mempercepat  proses  penyidikan, dan secara formil telah salah dalam
mempertahankan hukum pidana materiil. Penangkapan dan penahanan tetap

dilakukan walaupun dasar hukum yuridisnya kurang kuat.
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Schingga dari proses penyidikan termasuk tidak konsisten terhadap
prosedur dan mekanisme penahanan. Masalah syahnya penahanan ini juga muncul
Jika pejabat yang menahan mencantumkan delik yang termasuk tersangka dapat
ditahan, sedangkan perbuatan (delik) yang sungguh dilakukan sebenarnya tidak
termasuk delik yang tersangka dapat ditahan (tidak berdasarkan pasal 21 ayat (4)
KUHAP). Hal ini terjadi dalam praktek, jika pejabat itu sengaja artinya
mengetahui bahwa bukan sah Memang secara formal kelihatan sah, karena pasal
undang-undang pidana yang disebut didalam surat perintah penahanan termasuk
delik yang diancam 5 (lima) tahun penjara atau disebut saty persatu sepert
tersebut dimuka (Andi | lamzah,1994:18).

Kemudian bila hasil dari penyidikan yang berupa berita acara
pemeriksaan tersebut telah sampai di Kejaksaan dan sesuai mekanisme, pasal 140
ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yaitu :

(1) Dalam penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat
dilakukan penuntutan, ia dalam wakty secepatnya membuat surat dakwaan.
(2) a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan
karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan
merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut
umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia
ditahan wajib segera dibebaskan.

¢. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau
keluarga atau penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik
dan hakim.

d. Apabila kemudiaan temmyata ada alasan baru, penuntut umum dapat
melakukan penuntutan terhadap tersangka.

e. Maka jaksa dalam membuat dakwaan harus tetap konsisten untuk
mempertahankan hukum pidana materiil yang tertuang dalam pasal 140
KUHAP, Jika jaksa tidak menemukan dasar hukum yang kuat untuk
mendakwa pengguna obat keras, sudah scharusnya jaksa melakukan

penghentian tuntutan.
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Penghentian penuntutan tidak termasuk penyampaian perkara untuk
kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung. Dapat disimpulkan
bahwa KUHAP mengakui cksistensi pewujudan dari azas oportunitas. Dengan
demikian perwujudan azas oportunitas tidak perlu dipermasalahkan, mengingat
dalam kenyataannya Perundang-undangan hukum positif, yakni dalam KUHAP
penjelasan resmi pasal 77 dan pasal 8 Undang Undang Nomor 15 Tahun 1961 .
secara tegas mengakui eksistensi dari perwujudan azas oprtunitas, vaitu kepada
Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi berdasarkan kepada keadaan-
keadaan yang nyata untuk tidak menuntut suatu perkara pidana di muka sidang
pengadilan  agar kepentingan umum  tidak  lebih dirugikan.  (Djoko
Prakoso,1988:35). Schingga dari proses ini terdapat konsistensi dalam melakukan
dakwaan oleh jaksa penuntut umum, walaupun untuk pertama kalinya dilakukan
secara kontroversial berlawanan dengan rasa keadilan masyarakat, tetapi dengan
adanya gejolak proses ini, maka diharapkan akan turun Surat Edaran Mahkamah
Agung (SEMA) dalam kasus pelanggaran obat keras, dan sccara yuridis normatif
adalah dasar hukum yang kuat untuk mendakwa pengguna obat keras oleh Jaksa
penuntut umum.

Konsistensi atau suatu prosedur yang dilakukan tetap pada tempatnya
adalah salah satu bentuk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dalam
masyarakat dan prosedur serta mckanisme yang diatur dalam KUHAP dapat
disclaraskan dengan keadilan masyarakat melalui putusan atau SEMA yang
ditujukan pada jaksa dan hakim serta aparat penegak hukum lainnya. Keadilan itu
menuntut bahwa dalam keadaan yang sama tiap orang harus menerima bagian

yang sama pula (Kansil CST,1989:41),
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3.4 Kajian.

Berdasarkan pembahasan masalah di atas. penulis berpendapat bahwa
sesual dengan analisis yuridis tentang dakwaan jaksa penuntut umum mengenai
kasus obat keras, secara khusus mempunyai banyak kekurangan-kekurangan vang
pada intinya jaksa terlalu memaksakan dasar hukum yuridis yang dijadikan alasan
penangkapan dan penahanan khususnya menyangkut masalah undang-undang
yang mengatur tentang tindak pidana pelanggaran yang dapat ditahan.

Jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan scharusnya
berpedoman pada hasil berita acara pemeriksaan kepolisian. Dan jaksa harus dapat
menemukan dasar hukum yuridis yang relevan atau sesuai dengan tindak pidana
yang dilanggar oleh terdakwa, serta secara normatif dasar hukum terscbut tidak
bertentangan dengan hukum acara pidana.

Proses penanganan pelanggaran obat keras secara yuridis harus tetap
berdasarkan undang-udang obat keras yaitu Staatblad Nomor 419 Tahun 1949 dan
secara historis undang-undang obat keras ini dibentuk untuk mengatur izin
farmasi dibidang obat-obatan. Dan Sec. V. St.(Departemen Keschatan) memegang
wewenang untuk menetapkan peraturan-peraturan umum yang harus ditaati oleh
pemegang-pemegang izin sebagai akibat pencabutan izin-izin mereka. Peraturan
ini baru berlaku setelah diumumkan dalam Javase Courant (kansil,1991:183).

Obat keras secara historis banyak disalahgunakan sckitar tahun 1996,
schingga pada saat itulah pemerintah mengantisipasinya dengan menetapkan
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan sejak itulah
terjadi pemilahan atau pembagian kualifikasi dan klasifikasi Jjenis-jenis obat dan
dianggap sebagai bentuk dualisme penanganan tindak pidana. Padahal secara
tegas dalam pasal 68 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 dinyatakan bahwa
tindak pidana dibidang psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini
adalah kejahatan, schingga dengan munculnya undang-undang ini pemerintah
seperti menetapkan daftar obat baru vang dilarang .

Untuk menganalisis bentuk ketimpangan atau ketidaksesuaian dalam
pelaksanaan hukum pidana formil, maka secara yuridis dapat dilihat dalam

dakwaan jaksa penuntut umum terhadap pengguna obat keras. Jaksa secara yuridis
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menerapkan pasal 80 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang
Keschatan sebagai dakwaan kesatunya dan pasal 3 ayat (1) Staatblad Nomor 419
Tahun 1949 Tentang Obat Keras sebagai dakwaan kedua.

Dalam hal ini jaksa tidak dapat menerapkan dakwaan vang bersifat
subsidair, tetapi menggunakan dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga jika
alasan yang mendasari pembuatan surat dakwaan ini bersifat alternatif, maka jaksa
secara materill masih mempunyai keragu-raguan terhadap dasar hukum yang dia
gunakan sebagai alasan penahanannya.

Secara prosedur penangkap dalam kasus pelanggaran obat keras ini polisi
tidak  perlu melakukan penangkapan sebagai dalih untuk kepentingan
penyelidikan, penyidikan, atau perintah penyidik berwenang.  Polisi cukup
memanggil jika sebagai dasar hukum yang digunakan adalah pelanggaran obat
keras , karena dalam pasal 19 ayat (2) KUHAP - Terhadap tersangka pelaku
pelanggaran tidak diadakan penangkapan, dalam hal ia telah dipanggil sccara sah
dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Penerapan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 dalam dakwaan adalah
tidak relevan atau tidak seimbang dengan jenis tindak pidana pelanggaran obat
keras. Scbagai bukti bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 105
/Pid.B/2003/PN.Kdr, majelis hakim tidak memakai atau memilih Undang Undang
Nomor 23 Tahun 1992 ini sebagai asas pembuktian dipemeriksaan sidang dan
majelis hakim memilih menerapkan dakwan kedua yaitu pasal 3 ayat (1) Staatblad
Nomor 419 Tahun 1949. walaupun secara yuridis pasal inmi tidak menetapkan
bahwa obat keras termasuk tindak pidana kejahatan yang dapat ditahan seperti
yang diatur dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP.

Majelis hakim pemeriksa perkara Nomor 105/Pid.B./2003/PN.Kdr. telah
memutuskan bahwa terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti
sebagaimana rumusan pasal 3 ayat (1) Staatblad Nomor 419 Tahun1949 dan
menghukum terdakwa dengan 6 bulan penjara, sekaligus putusan ini sudah /n
Kracht atau berkekuatan hukum tetap karena terdakwa tidak melakukan banding
ke Pengadilan Tinggi, tetapi dari proses penanganan kasus ini terdakwa telah

mengakui bahwa perbuatannya adalah pantas mendapatkan hukuman penjara.
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Dalam proses penegakan hukum diatas, dapat dikaji bahwa pihak
kepolisian dan kejaksaan masih tidak konsisten terhadap kekurangan vyang
terdapat dalam dasar hukum penanganannya dan dari proses yang secara penuh
dikuasai oleh pihak polisi, hak-hak tersangka masih banyak dilanggar khususnya
menyakut kepastian akan kebenaran hukum yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan,

Hukum harus ditegakan dengan benar, jika jaksa penuntut umum tidak
mempunyai dasar hukum yang untuk menahan, maka terdakwa harus dibebaskan.
Schingga dengan demikian Proses penanganannya perkara dapat konsisten

terhadap kepastian hukum yang berdasarkan hukum acara prdana,
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BAB VI '1
PENUTUP)|
1

4.1. Kesimpulan.

Dari pembahasan di atas maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai

berikut :

1.

Bahwa penerapan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
dalam dakwaan jaksa penuntut umum terhadap pengguna obat keras adalah
kurang relevan dengan alasan bahwa ancaman pidananya terlalu tinggi vaitu
maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp 300.000.000. serta
bertentangan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP mengenai kecermatan
penerapan undang-undang yang secara yuridis tidak sesuai dengan tindak
pidana yang didakwa. Dengan menggunakan pasal 80 ayat (4) Undang
Undang Nomor 23 Tahun 1992, alasan penahanan terhadap pengguna obat
keras menjadi sah, walaupun secara hirarki unsur perumusan deliknya tidak
terpenuhi.

Bahwa alasan jaksa penuntut umum menerapkan dakwaan alternatif terhadap
pengguna obat keras adalah adanya keragu-raguan dalam menggunakan dasar
hukum vuridis, khususnya mengenai tindak pidana yang diatur dalam Undang
Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan ialah tidak sesuai dengan
tindak pidana yang diatur dalam Staatblad Nomor 419 Tahun 1949 tentang
Obat Keras, sehingga korelasi hubungan pasal-pasal dalam undang-undang
tersebut tidak dapat disusun dakwaan bersifat subsidair. Tetapi jaksa penuntut
umum mempunyai dasar tuntutan yang berupa dapat dibuktikannya salah satu
rumusan delik pelanggaran obat keras, walaupun tanpa bisa membuktikan
asas kesalahan yang dapat ditangkap dan ditahan.

Secara formil polisi telah melaksanakan proses penyidikan dengan benar
terhadap pengguna obat keras. Tetapi dalam hal materiil, polisi tetap
menyamakan atau mempersepsikan bahwa pelanggaran obat keras sama
dengan kejahatan dibidang psikotropika. Schingga jaksa tidak konsisten

berpedoman pada KUHAP dalam menegakkan hukum pidana materiil.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

42

4.2. Saran.

I

o

Dalam membuat surat dakwaan terhadap pengguna obat keras, maka
sebaiknya jaksa penuntut umum memilih dakwaan yang bersifat subsidair
Dalam proses penegakan hukum ini, maka jika dasar hukum yang menjadi
pedoman dari aparat kepolisian dan kejaksaan dianggap tidak relevan atau
tidak sesuai dengan tindak pidana yang hendak didakwakan, maka sesuai
dengan kajian yuridis ini sudah seharusnya diadakan perubahan atau revisi
terhadap Undang Undang Obat Keras, agar tidak terjadi kesimpang-siuran
mengenai dasar hukum untuk melakukan dakwaan oleh jaksa penuntut
umum, _

laksa  sebagai pihak yang mewakili negara, maka seharusnya konsisten
terhadap proses beracara, dengan menggunakan acuan Kitab Hukum Acara
Pidana ( KUHAP ). Agar proses vang dilakukan oleh pihak kejaksaan tidak

menyalahi prosedur hukum dan merugikan pihak terdakwa.
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UNDANG UNDANG Nomor: 23 TAHUN 1992
Tentang: KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang :

a. bahwa kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan
cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
melalul pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945;

b. bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang besar artinya
bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia dan sebagai modal bagi
pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia:

c. bahwa dengan memperhatikan peranan kesehatan di atas. diperlukan upaya yang lebih memadai bagi
peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan secara
menyeluruh dan terpadu;

d bahwa dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud butir b dan
butir ¢, beberapa undang- undang di bidang kesehatan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan
kebutuhan dan tuntutan pembangunan kesehatan:

e bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Undang-undang tentang
Kesehatan;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang
hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

2. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang
dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

3. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki
pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
Transplantasi adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh
manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk
menggantikan organ dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. :

6. Implan adalah bahan berupa obat dan atau alat kesehatan yang dilanamkan ke dalam jaringan tubuh
untuk tujuan pemeliharaan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, pemulihan
kesehatan, dan atau kosmetika,

7. Pengobalan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat, dan pengobatnya
yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan turun temurun, dan diterapkan sesuai dengan
norma yang berlaku dalam masyarakat.

8. Kesehatan matra adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan
mental guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah secara bermakna baik lingkungan
darat, udara, angkasa, maupun air

8. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

10. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan,
bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-
temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman,

11. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang
digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat
orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan
memperbaiki fungsi tubuh.

12. Zat aktif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan kctergantungan psikis.

[S2 N
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Bagian Kesepuluh

Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Pasal 38

(1) Penyuluhan kesehatan masyarakat diselenggarakan guna meningkatkan pengetahuan, kesadaran,
kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat, dan aktif berperan serta dalam upaya
kesehatan.

(2) Ketentuan mengenai penyuluhan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas

Pengamanan Sediaan Farmasi

dan Alat Kesehatan

Pasal 39

Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari
bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi
persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan.

Pasal 40

(1) Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia dan
atau buku standar lainnya.

(2) Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi
standar dan atau persyaratan yang ditentukan.

Pasal 41

(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan sctelah mendapat izin edar.

(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenunhi persyaratan
objeklivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.

(3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan
farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi
persyaratan mutu dan atau kcamanan dan atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan dalam rangka menjaga mutu sediaan farmasi yang beredar.

Pasal 43

Ketentuan tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat keschatan ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.

Bagian Kedua Belas

Pengamanan Zat Adiktif

Pasal 44

(1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu
dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya.

(2) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar
dan atau persyaratan yang ditentukan.

(3) Ketentuan mengenai pengamanan bahan yang mengandung zal adiktif sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keliga Belas

Kesehatan Sekolah

Pasal 45

(1) Keschatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik
dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara
harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

(2) Keschatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan melalui sekolah atau
melalui lembaga pendidikan lain.

(3) Ketentuan mengenai kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. '

Bagian Keempat Belas

Kesehatan Olahraga

Pasal 46

(1) Kesehatan olahraga diselenggarakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan melalui
kegiatan olahraga.

(2) Kesehatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan melalui sarana olehraga
atau sarana lain. :
(3) Ketentuan mengenai kesehalan olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Belas
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BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

(1) Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak
memenuhi kelentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000.00
(lima ratus juta rupiah).

(2) Barang siapa dengan sengaja menghimpun dana dari masyarakat untuk menyelenggarakan
pemeliharaan kesehatan, yang tidak berbentuk badan hukum dan tidak memiliki izin operasional serta
tidak melaksanakan ketentuan tentang jaminan pemeliharaan keschatan masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan
transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfuse darah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayal (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana
denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(4) Barang siapa dengan sengaja :

a. mengedarkan makanan dan atau minuman yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dan
atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);

b. memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak
memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (1);

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 81

(1) Barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan segaja :

a. melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(1),

b. melakukan implan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);

¢. melakukan bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1),

dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp
140.000.000,00 (seratus empat puluh jula rupiah).

(2) Barang siapa dengan sengaja

a. mengambil organ dari seorang donor tanpa memperhatikan kesehatan donor dan atau tanpa
persetujuan donor dan ahli waris atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2),

b. memproduksi dan atau mengedarkan alat keschatan yang tidak memenuhi standar dan atau
persyaralan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2); ;

¢. mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ayat (1):

d. menyelenggarakan penelitian dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan
pada manusia tanpa memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan serta norma
yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayal (2) dan ayat (3);
dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp
140.000.000,00 (scratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 82

(1) Barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja :

a. melakukan pengobatan dan atau perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4);

b. melakukan transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1),

¢. melakukan implan obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);

d. melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1);

e. melakukan bedah mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2);

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp
100.000.000,00 (scratus juta rupiah)

(2) Barang siapa dengan sengaja :

a. melakukan upaya kehamilan diluar cara alami yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);

b. memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi
standar dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2);

¢. memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar
dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2);

d. mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan penandaan
dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2),
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PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI
LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA | ASLI ]

Pro Justitia

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK

Nomor : LAB. 2555/ KNF /2003

—--— Pada hari ini, Senin tanggal Dua puluh tiga bulan Juni tahun 2003, kami : -------
1. Dra. M.S. HANDAJANI M.Si.,Apt, -----cemcmmececamacaee
Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 55100458, jabatan Kepala Satuan Kimia
Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya tersebut diatas.
--------------------------------- 2, Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH.
Pangkat  Penata 1 Nip. 030189615, jabatan Kepala Unit Narkoba Forensik pada
Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya tersebut diatas,
-------------------------------- 3. Dra. FITRYANA HAWA, ~-~-cccueeeu ——--

Pangkat  Ajun Komisaris Polisi Nip, 67010022, jabatan Perwira Unit Narkoba Forensik
pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya tersebut diatas, masing-masing selaku
pemerikea, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, telah
selesal melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari
Kepala Kepolisian Resort Kota Kediri No.Pol. : B /1358 / VI / 2003 / Resta Kdr, tanggal
ALK TS —

~ A= Barang bultl & ceeeceme oo e
--—-——  DBarang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas wama coklat berlak
------ segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti
----- —- = 1937/2003 / ENF,- 10 ( sepuluh ) butir tablet wamna putih dengan logo LL. -
— Barang bukli tersebut diatas adalah milik tersangka : YUDI KRISWANTO Cs.

— B. -- Maksud Pemeriksaan : 3
------ Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Psikotropika ?.---=-----

- C.— Pemeriksaan : 5
—~=—--— Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut ; ---eeeeeae

------ Nomor Bukti Pemeriksaan Hasil

———— 1937/2003 /KNF,-| Narkotika -=-=srescreececncencanaaas Negatip. ----
e e — Psikotropika, -=---seesceaooamaaos Negatip. ----
------------ R Triheksifenidil HCL. ---=---=--=----= | Pasitip. -----

-~ D.-- Kesimpulan : e

-------- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan

-------- bahwa barang bukti dengan nomor ; ===--=«ceesmmaemcm e ccaeaans

= 1937 / 2003 / ENF,- berupa tablet wamna putih tersebut diatas adalah benar
tablet dengan bahan aktif Triheksitenidil HCI (Lidak termasuk Nsrkoliks

maipin Peibotropther feteni tepmea & o B B T [
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[ASLI|

-~ E. -~ Sisa Barang Bulkdti :

remiemas BETANG DU ENGaN TOM OF i = cerisnsaisimmrsnnnmeemsmr aamsemn s b Sl SE 2
~—-—-- 1937 / 2003 / KNF,- berupa 6 ( enam ) butir tablet dengan bahan aktif
~-—--— Triheksifenidil HCI logo LL warna putih dikembalikan, --=----==ssss=cceccazccenns

—-—— Sisa barang bukti tersebut diatas dimasukkan kembali ke dalam tempatnya
semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat
dengan benang pengikat wama putih. Pada persilangan benang pengikat
dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertern pada pinggir Berita Acara ini.
———— Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel pula. Pada

—-—-- label mana terdapat tulisan sebagai berikut ; ~=«vemeemammmcm s
------------------------------------------------- ] T S
---------------------- No. Lab. 1 2555 /KNF / 2003, -m-emcemeenmsmenenonmonmcc e c e caneaen
-------------------------------------- :No. 1937 / 2003 / ENF,- Tablet dengan bahan aktif
-------------------------------------- : Triheksifenidil HCL =e-emammms e
---------------------- Tersangka  : YUDI KRISWANTO Cs.

Berasal : Polresta Kediri. ==-===smmmmmm e e el
--------------------------------------- Surabaya, 23 Juni 2003, ---------em s
------------------------------ Kemudian ditandatangani oleh Pemeriksa, «-sceecaneamemancanas
----- Demikian Berita Acaia Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ini dibuat dengan
sebenarmya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di
Surabaya pada hari dan tanggal tersebut diatas, === -=-cem e e

Mengetahui:

KEPALA LABORATORIUM FORENSIK POLRI

SURABAYA _ Pdifieriksa :
M - y y

: 1T A o)

}:‘ !
s LA e SH.MM 1. Dra M.S. HANDAJANI M.Si. Apt.
KOM BES POL NRP.: 48030158 AJUN KOM BES POL NRP.: 55100458

Prowr -

2. Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH
PENATA 1 NIP: 030189615

3. &a% HAWA.

AJUN KOMISARIS POLISI NRP.:67010022

~

SRR e o
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KEJAKSAAN NEGERI KEDIRI

T3

UNTUK KEADILAN?

SURAT DAKWAAN

No. Reg. Perkara : PDM = 85 /KDIRI/072003

A TERDAK WA :

I. Nama Lengkap

: YUDI KRISWANTORO.

Tempat Lahir : Kediri
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 6 Agustus 1980,
Jenis Kelamin : Laki-laki ~

Kebangsaan/ Kewarganegaraan

Tempat Tinggal

: Indonesia/Jawa.”
- Kel. Tinalan Rt.02 Rw.03 Kec. Pesantren

Kota Kediri -~

Agama : Islam -

Pekerjaan : Tidak ada..

Pendidikan e g

Lain-lain : Belum pernah dihukum,

B. PENAHANAN :

Ditahan Penyidik di
Polresta Kediri

Perpanjangan Kejaksaan

1 1gl. 05-06-2003 s/d 24-06-2003.

Tigl. 25-06-2003 &/d 03-08-2003.

- Ditahan Jaksa PU
Di Rutan Kediri.

:tgl. 31-07-2003 s/d 19-08-2003.

C. DAKWAAN :

KESATU :

“ Bahwa ia terdakwa YUDI KRISWANTORO pada hari Senin tanggal 26 Mei
2003 sekira jam 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari yang masih
termasuk dalam bulan Mei Tahun 2003 bertempat dirumahnya terdakwa Kelurahan
Tinalan, Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat
lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri,
terdakwa telah memproduksi atau mengedarkan bahan yang mengandung zat Adiktif
yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan yang ditentukan dan perbuatan
terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
Pada awalnya terdakwa membeli obat Doubel L dari KHOLIS Alias GLANDONG
yang mengaku beralamat di Pare (belum tertangkap) terdakwa tidak tahu pasti alamat
lengkapnya karena saat transaksi selalu dilakukan di JI. Depan Rumah terdakwa
Kel.Tinalan Kota Kediri dan KHOLIS menitipkan 10 (sepuluh) tik pil Doubel L
dengan harga Rp,30.000,- (tiga pulub ribu rupiah).
Bahwa terdakwa tidak pernah memesan pil Doubel L tersebut kepada KHOLIS
namun KHOLIS sering datang ketempatnya terdakwa dengan membawa pil Doubel
L kemudian dititipkan terdakwa disuruh menjualkan bilamana barangnya sudah habis
baru terdakwa memberikan uangnya kepada KHOLIS dan selanjutnya pada hari
Senin tanggal 26 Mei 2003 terdakwa menjual kepada WAHYU ANTON (perkara
lain} sebanyak 3 (tiga) tik yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L dengan harga
seluruhnya seharga Rp.12.000 - (dua belas ribu rupiah) sedang terdakwa menjual
kepada GANOL yang beralamat Tosaren sebanyak 7 (tujuh) tik dengan harga
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scluruhnya Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) dan hasil penjualan 10
(sepuluh) tik pil Doubel L yang dititipkan KHOLIS telah habis terjual dan mendapat
uang Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Dan terdakwa mendapat keuntungan
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),

Bahwa terdakwa selain menjual belikan pil Doubel L tersebut juga menggunakan/
meminumnya, dan reaksinya terasa mengantuk tetapi tidak bisa tidur, tenggorokan
kering jika digunakan untuk bekerja terasa ringan.

Pada waktu Petugas Kepolisian datang, terdakwa lari menjebol gedeg belakang terus
menuju ke Utara Desa Burengan dan dipertigaan terdakwa ketangkap.

Sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik POLRI Cabang
Surabaya No.LAB.255/KNF/2003 tanggal 23 Juni 2003 menyatakan bahwa barang
bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan Logo LL milik terdakwa
adalah Benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidak termasuk
Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk obat keras),

-------- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam  pidana pasal 80 (4) UU No.23
Tahun 1992 tentang Kesehatan, --- . - -

ATAU :
EEDLIA ¢

“ Bahwa-ia terdakwa YUDI KRISWANTO pada waktu dan tempat
scbagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu diatas, tanpa ijin yang berwenang
telah mempunyai persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari
bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian
rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya
diperuntukkan pemakaian pribadi dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan
cara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas.

--------- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 3 (1) St No.419 tanggal
22 EIESCIHBEY 1949, oot immmaem et il mem bt Lot R

Kediri, 31 Juli 2003
PENUNTUT UMUM

———SRIHARTINL,_S
JAKSA MADYA NIP, 230005591
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Nomor : 105 /P1id4.B /2003 /PN .Kdr.
" DEMI KEADIIAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Penpadilan Nemeri Kedirli yanc memeriksa dan mengndilil
perkara plidana »ada peradilan tingkat pertama dengan nenra
pemerilkksaan biansa telah men jatuhlan nutusan sebagail berilkut
dnlnm perknra ntas nNama terdakwn @

Nama lengkap YUDI KRISWANTORO.

e

Temnat lahir tiKediri,

Umur /£l . 1ahir t 23 tahun / 6 Agustus 1980.

Jenia kelamin ¢t Lnki-1qki.

Kebangsann t Indonmain.

Tampat tinecgnl : Kelurahan Tinalan RT.02 RW.03, Kecamntan

Pesantren, Kotq Kediri,
Aparm t Islam.

Pekarinan Tidak ada.

Pandidikan

e

SLTE,

Tardaltwa ditahan oleh :

- Penyldik sefak tanegal 05-N6E-2703 ganmi dencan taneenl

03-08-2003

= Panuntut umum sejak tanggal 31-07-2003 snmpal dengan tang -

rnl 19-08-200%

-~ Maj~1is bankim sejak tanggnl 11-08-2003 samnai dencan ge -

karang

Terdalkwn dnlam narkarn ini menrhadap sendiri dan tidak ingin

Aidnmpingi oleh nenasshat hulum

Pc?tqdilqn Negeri tersebut
Sztelah membaca dan mamnerhatikan
1. Penetapan Ketun Pengmdilan Nemeri Kediri No.105 /Pen.Pid/

2003 /P.¥.Kdr.,, tanrmml 11-08-2003 tentang penunjukan --

Ma§eldg

L L L LS
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Ma felis Hakim ;

n

Surat pelimnnhan ﬁcrkqu Aca™ nemerilksann binsa oleh --

Kepanla Felakanan Wegari Kedird No.85/0.5.13.3 /Ep.2 08/

2003 tanmml 05-08-2003 ;

3. Sumt dakwaan Jalksa Penurtvt Umum Nomor Register PDM -85/
KDTRI M72003 tanemal 31 Jull 2003

+ Barlta neara nenyidikan cleh Polrestn Kediri, berkns ner-
ltanra Nomor P.ligdl :BP /20 VI /2003 Ragtq Kdr.:

5. Panatapan M, ielis Hakim No.105 Pan.Pid /2003 £.0.KAr. thne-
ral 13-08-2003 tentans renentvan-hari gidang ;

. Berita acara sldaneg dan sumt-sumt lain yane berkaitan

fdengan nerkara ini

Setelah mendenear keteranman para saksl dan katermngan
terdakuya

Setelarh mamperhatilan barmne bulktti yanr Aia jukan d1 -
nersidanean

Satelah Ma fells Hakim bermusyawarah

Henlmbanr, bahwa Jakaa Penuntut Umum A4 lam requisitoir-
nya Vo.Reglster Perkara PDM-15 ADIRI 2072007% mne Aibacalkan di
pargidansan pada hari Selaga tanseal N2 Sentember 2003 ber -
nendanat bahwa tindak nidana yone Aldakwakan kemada terdakug
terbukti seeqara sah menurut hukum dan selanjutnya menuntut
1A Penradilan menjatuhlan Putusan sebamal barikut
1. Manyatakan tapdakwa YUDT KRTSWA MTODQ hargalah molalukan
tindak nidann tanmq hak memnunynl mersedinan gebaraimang
Alatur Aalam pasal 3(1) St.No.419/1949 tantqne Ohat Karas
Anlam surat dkwaan kadin dan nenbabaghkan dari AdAakwaan
kesaty E

2. Hn.’]j“ fl!}i‘l("!."} Did"l_‘]‘! 'Lﬂ-:"hq(“f‘:\ t‘_‘:“f?"l k'“pn E'IIDI KQISW’\P‘TTORO

denpan pidam penfara gelam 6 (enam) bulan notone tahanan;

dengan

22209
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PN A

dengan perintah terdaltwa tetap ditaban :

3. Manyntakan baranf bukti beruma : 14 butir »n1l LL untbk
?!E';!"k"l}‘ﬂ Inin

4. Menetanknn supqu'tcrpidqnq dibebanl biaya perltnrq sebe -

gnr R».1.000,00 (seribu rupiah) ;

Manimhhne, bahwa terdakwa dalam merkara ini menga jukan
pamboelaan secara lisan yang pada nokoknya mohon keringanan

hulkuman ;

Menimhne, bahwn atas penbelaan (nledoi) terdnkwa ter-
gebut Jaksa Panuntut Umum kemudiqn mensa jukan Replik yang pa-
da poltoknya menyatakan tatan pada tuntutannya dan sebaliknya

terdakwa menyrtakan tatam padn pembelannnya ;

Manimbane, thwa tardaliva dia jultnn kemersidangan kare-
na 0leh Jakaa Penuntut Upum telah Aidakwn melakukan tindnk

ridana sebaecal berikut :

KRSA TIT

Bahwn da terdqaltwa YUDI KRISYANTORO pada hari Senin,
tangral 26 Mel 2003 aekira jam 20,00 wib a thu satidale=tidnk-
ny1 pada suatu hari yanm masih termasult dqalam bulan Mei tn -
hun 2003 bertempat dirummhnya terdaltwa Kelurahan Tinnlan,
Fecamatan Pagantren Kotq Kediri atqu getldnk-tidaknyn pada
suntu tempat 1lain yang masih termnéuk Aalam derah Hukum -
Pannadilan Neperl Kota Kediri, terdakwa talah membroduksi
atau menredarkan Mham yang menanndung zat Adiktif yang ti -
Ank memenuhi standart dan atau parsvermtan yane ditentukan
Aan perbuatan tardalwa tergebut Ailakukan dengan carn se -
baral herikut :

Prda Awalnya tardq kwy meambali obrt Double L dAari KHOLIS
Aling GIANDONG yane meneaku berqlamat di Pare (belum ter -

tanpkap) terdaltwn tidak tahu pasti alamat lenskapnya karenn

. -~
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819t transakel gselalu Ailakukan a4 J1. Denan Rumah terdnliug
Kel. Tindlan Kot Kedini dan KHOLTS menitipkan 10 (sepuluh)
tik pil Double L denmn harsa Rp.30.000, - (tirpuluh piby -
runinh).

Babwa terdakwn tidak nernah mamesan pil Double L tersebut
kepadn KHOLIS namun KHOLIS gering dataine ketempatnya terdqk-
WA dengan mambawn Pil Double L kemudiaqn Al titipkan terdnkwa
Alsuruh menjunlkan bilamana barangnyn sudah habig baru ter-
Ankwa membarilkqan unnenya kepada KHOLIS Aqn selan jutnya pndn
hari Sanin tangml 26 Med 2003 terdakwn men jual kapadn ﬁAHYU
ANTON (perkar 1n1in) sebinyak 3 (tiga) tik yane berigi 30 -
(tigapuluh) butis P11 Double L dengan harga seluruhnyn ge -
barga Rp.12.000,- (dun belas ribu runish) sedang terdalkws
maniual kepqda GANOL yane beralnamat Tosnren gebanynk 7 (ty -
juh) tik dangan harga seluruhnya Rp.28.000, -=(dun ruluvh de -
Iaman ribu Tupiah) dan hagil Penjualan 10 (sepuluh) tik pi1
Double L yane Aititipkan KHOLIS telnh Mmbig terjual dan men-
dapat vang Rp.4ﬂ.000,- (ampnt puluh ribu runinh), Dan ter -
Aakwa mendara t k2untungan Rp.10,000, - (sepuluh riby nupinh),
Bahwa terdailag 8elnin menjual belikan pil Doubel L tergebut
Jurna mannqunqkqn.meminumnyn, dan reaksinya ternga mengan tuk
tetand tidak bhieq tidur, tengrorokan kering jika Aleum kan
untuk bekaria teragn rinnnn,

Pada wnktu netusag Kapoligian Antane, terdslwa lari menjahol
redek balalang terig menuiu ke Utara Degnq Burengan dan 44 -
perticaan terdakwng ke tangkqy,

Sesuni denmn hngil namarikgaqn Laborqatorig Kriminalistik
Forensi% POLRI Catne Sﬁrﬂhqu WO.LAB.QSEIKNF/ZOOB tangeal
2% Juni 2003 nenvatakan hahwa bimng bulktd barunqa 10 (sepu -
1vh) butir tablet Warn vutih dencan Logo LI milik terdakwa .-

adnlqah benan tnblet Aarncan bahan akbif Triheksifenidil HCL

(+4Aa1
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(tidak termnguk Narlotilka maupun Pagikotrodika tetani tc?mn—
auk obat kamg),
Parbuatan terdalkun Aintur dan diqncam Pildana paanl

80 (4) UU Wo.23 Tahun 1992 tentane Kegehntan.

Bahwa 3a terdqlon YUDT KRISWANTORO Pada walktu dnn
tempat sebarnimana dlsebutkan dalam dakwaan Kesatu dintag,
tanpa 1§in yanr barwanang talnh mempunyal persediaan untulk
penyerahan dan penawaran untuk neniualan dqpi bahan-bahan
G, Ademikian pula memilili bahan-brihan ini Aalam jumlah fe-
demikinn rupq sehingrn secam normal tidak dapat diterimg
bahwa bahan-bahan ini hany diperuntukian pemalktaian pribadi
Adan nerbunqtan terdakw tarsabut Ailakulnn dengan cara gebn-

Eainmana ddurailtan dq lam dqltwnan kesntu tersebut Aintag :

Perbuntan terdakm Aintur dan dianeam pildann paanl

2 {1) st} 0,419 tanpgm1 22 Draember 1949,

Mcnﬂmbqnn, n hwn terhadap dakwann tersebut terdalung
menfa nlktan gudah mengerti AdAan tarhadan gurqat Anktwnan targe-

but tidak mensa jukan tanglkiagan 2tau eksepsi ;

Menimbane, bahwa untuk membuktilkan Ankwnannya Penun-
tut Umumnm dipersidanpgan telah didengqr koterqngqnsmksi-aqksi

dibawah sumnah Sebamai barilut

1. 8qksi Wahyu Anton

= Bahwa benar mdq hard Knmis tanmeql 29 Mey 2003 saksi
telah mambali ni1 LI dari YUDI KRISWA NTQRO nébqnynk 30
butir dengan harga Rp.12.000,~ (dun belns riburupinh)
Ann gnksi membelt karena disuruh oleh TEGUH SETIAVA N,

Aan kemudian gqlai diheri 5 butir untuk Aiminum bar -
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S1Mi-gam denpan TEGUH, dan wakbtu snkei membeli tidak
nda omnetahu

- Bnhﬁq ankai denpan YUDI KRISWA NTORO dan TEGUH SETIAWAN
TifAnk nda hubungan keluarea melainkan hanya sebagni te-
mn Saja 3

Bahwa siaksi membeli ot LL tersebut dirumhnyn YUDI -

KRISWANTORO A1 Kelurmhan Tinalan ;
- Babwa gaksl menyernbkan pil LL kepadn TEGUH pada hari
1tv jurn Kamis tangpil 29 Mat 2003 gmtelqh meninumnyn

habis 5 butir saksi tidak nenyimpan lagi

Bahwn benar harang bukti Yanr ada adalah yane sakai be-

11 dari YUDI KRISWANTORO :

2. Sqkai Taruh Satiawan :

Bahwa bhenar YUDI KRISWANTORO memili¥i pil LL untuk A1 -
2darkan dan aaksi telqh membheli nil LL tergsebut melalui
8qaltal WAHYU ANTON dan saksi membeli gsebhanyalk 30 butir
deanean harpea Rn.12.000, - ﬁ-mndiqn anlcsi memberi kepada

WAHYU ANTON § butir untuk Aiminum

|

Bahwa banar gewaktu WaHYU ANTON Aitangkap oleh petugnsg
kemudian dipertemukan denpan 91ksl dan saksi panenkui
telah membeli pil dart terdalkwa melnlui WAHYU ANTON 3
= Bahwn sakei denman WAHYU ANTON tidalk ada hubunean fn -
mili melrinkan hanya temang

~ Bohwn gnkal Yanal denean tardaliun ¢

Menimhinge, mMhwn Aiparaldanean telah pula Aidengnr
keteranmn tardqkuya Yang pnda noloknyn mamberi keterangan
gebarnl berikut
= Bahwn benar terdaltwa mulai hari Senin tangm1 26 Mei 2003

telah menjadi pancedar pil LL, sedang terdikwn mulai men-

1241 penpruna sedak tahun 1990
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= Bqahwa terdikwa meambelil nil LL dari KHOLIS a1. GIA NDONG -

(belum tartangkap) yane beralamat A1 Pare denmn eara --

- -

KHOLIS menitipken pil DL tersebut untuk a1 junlkan ;

- Bahwn bemr tardakwa telah menjual pil LL kepadn WAHYU -
AVTON gebanvak 30 butir deapqn haren Rp.12.000,~ dAan ter-
Aaltwa menjual kenadn GANOL sabanyak 70 butir dencan ha rgn
Rp.28.000,~ (duapulvh delapan ribu rupiah) ;

= Bahwa terdalwn kenal dengan WAHYU ANTON d.n TEGUH SETIAWAN
tetapl tidak ada hubunman keluarea hanya sebapni temnn;

= Bahwa benar barang bukti &qng dla jukan dalam persidangan

adalnh yang dibeld oleh WAHYU ANTON kanada terdakwa ;

Henimbang, bhhwa dinersidanmn telah Aln Jultnn barang
bukti berupn : 14 (empat belas) butir pil Double L
barans bukti mana telah disitn sacara sah menurut hulkkum daq -
rl tanmn terdakwa oleh panyidik dan satelnh diperlihatlian
kepadn para sakal dan terdalkwa ternyatn merekta membenarkan-
nyn dengan demiltian bamne bukti tergebut dnpnt dipertimbang-

knn untuk mendulung pambuktian s

fenimbang, bahwa dipersidancan Juga telah dibacakan
19811 pemariksaan Laboratorium Kriminnlistik Forensik POLRI
Cabang Surabayn Wo.IA B, 255 ANF /2003 taneenl 23 Juni 2003
yang menyatakan tablet warna putil denman lora LL adalak
bemar tablet mensandung bahan aktif Triheksifenidil HC1 (ti-

dak termasuk Narkotila miupun psisikotropika tatapi termmauk

ot keras) ;

Menimbine, bahwa bardagarkan Kketaranmn parq snlad,
keterangan terdakwa Adthubunekan denean barang bukti dan ha-
81l IAboratorium Hn.TAB. 255 ANF /2003 smtalah malihat kese -
sunian antara yanem satu denean yang laln maka dapat disim -
pulkan fakta-falttn sabami banilut

—thwr]l LR )
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= Bahwa, benar nada hari Senin tanreql 26 Mel 2003 gmkirs
Jam 20,00 wib terdakwa talnh ditanegkan olah netumasg Pol-
gelt Kotn Kedirt dqri Tumahnya Ai Kelurahan Tinalan, Kec.
Pegantren Kota Kediri karemm telah menjunl 30 (timapuluh)
butir pil Double L kepada sakgi Wahyu Anton Yaitu orang
survhan gnksi Tesuh Satiawan denran M ren Rn.12.000,00
(Dua belas ribu runiah)

= Bahwa, benar terdqkua memperoleh nil Double L targebut
uea denman ear mambeli d1ri Kholis nlias Glandang Yang,
nenFaky bamMlamnt 41 Pare Aimann yane beranneicutan gamnn i
8aat ini belunm tertangkan ;

= Pahwn, benar terdakin menjual pil Double L telah berlang-
SUng. kumng lebik gelam 3 (timm) bulan dimann ver tik
berisi 10 butir pil d41fuq1 stharpa Rp.4.000,- ;

- Bohwn, benar geabelum tertanrckap selama 104 Pagoltan obot
Ad1drop langsune oleh Khnlis ka rumah tardakwn dengan har-
7 mer box berisi 100 butir Aihali oleh terdikwn sehqren
Rp.30.000,00 (tiga nuluh ribu supinh) :

= Bahwn, hanqr terdakwn teloh memhaly pil Doubla L dqpri
Kholis sebanyak 20 box Adenean keuntungan yane telqh ail -
P2roleh oleh terdnlkwn selamr menjual pil tersebut kurang
l=bih sehegqn Rp.200.000,00 (Dua patus ribu rupiah) ;

= Bahwa, benar cam terdakwa menjual tergebut binsanya pem-
bell adqlah tenan-teman terdakwa dimana nereka ywng dq -
thne ke rumh terdakug

= Bahwn, benar ni1 82banyak 1 box berigi 100 butir biaganyn

habis paline 1am, tiga hari .

¥enimbanr, bihwa berda g rkan falttn-falkta tergebut 6=
lan jutnya m1 32148 akan mamhahas amMkah gemuq unsur-unsur dn -
1 dakwann talah direnuhi apqr terdaltun danat Ainersnlahkan

dan Ai fatuhi pidana kiranya hal ity rkandiuraikan gabagni -

barikut : e e
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baritut

Menimbine, bqhwa tardiltun telah Aidqkwq dengan dalown -
AN alternatif yqituy Kagqtu melancear pagnl 80 (4) Undnng -
Uadane no.23 tahun 1992 tentane Kesehatan atau Keduqa me -
langrar pagal 3 (1) Sth, N0.419 tanrpal 22 Dasamber 1949

tentans ot karag »

Menimbanr, babwa oleh ltarena Aaltwaan bergifap nlter-
N Eif maka bardaaarkan falttn=fakta juridig dintag ma jelis
langsung dapnt memilih kan membuktilkan dakwann lkedua tanmg

terlebih dahvlu mambulttilan dalewqan keantu ;

Menimbane, bihwun vAsur-umaur Aaril dakwaan lkedun nno-
971 3 (1) Statblad No.410 tentane ot kerqg adqlah
1. Baranp 8iqana 3
2, T;npq hqale
3. Mampunyai peracdiqan untul nenverqahan dan DeNqawq mMn,

untuk penjuqalan dqpg bahan-hhan G

nd.1. Ungur B vang Sinpq

Manimbang, bihwa yans dimaksud denpgan barmne siapn
1n1ah menun juk kepada omng gsebaprad sub jek hukum dnlam hal
inil bararty 8iapa 84 19 Yang dln juken sebapgai terdakun Af-
persidanemn INe mampu dimintaq Pertangeuncan fawab atng
Parbua tanny,

Menimbane, brhwa Anlam perkara ind 828U11 dengan
keteranean gakad Wahyu Anton dqn Teguh Setinwnn Bédttnrbple
Pang bukti Yane Altemultan berupa 14 butip Pil Doudble L Ai-
durn talah melqlukan delik separti yane dldakunkqan olah

Pemmtut U.um 1

Menimbane, bahwa dr1am persidangan menurut pengamn t-
N m Jelis terdalwn selat Jaomani dan rohani oleh karenanyn

mimpu bertangrune jaumb. Densan demiltian unBErbarm ng . ginpa
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t=1ah terpenuhi dan terbukti :

ard 2. Ungur Tanna Hal @

Menimbing, brhwa yane dimalksud denpan tanpa hak dq -
lam unsur 2d.2 ia1ah harus Ada 13in artinya untuk melaltukan
suatu perbuntan tertentu harus ada 1jin dari pejnbat atqu
instansi yanr barwenane sebagaimm yanr dimaksud AdAqlam

Statblad obat keras tahun 1949 no.419 ;

Menimbang, bahwn dnlam perkarm ini sesuai dengan fak-
tn yang terunckap dipersidangan terdakws nengakug bahwa A1 -
rinya tidak memiliki 1jin dari instansi yane berwenang dnlam
hnl Departemen Keaehatan untuk memililcd ntau manjual nil -
Doudble L kepada gakai Wahyu Anton dan Tepuh Satiawan atau
kepada orang lain padahal terdalwn bukanlah pedqenng besnr
farmsl wanm ddiakui, atqu Apoteker-anotakar yang memimpin

anotik atau Aoktar hewyan ying tidak memerlukan 11in terasebut;
Manimbangs bahwa bardagarkan urqaian fakta ini menu-
rut maielis unsur tanpqa hak talah teropenuhi dnn terbukti

a1 3. Unsur Memnunyai nergedinan untulkt nenverqahan dan nana-

waran, untuk nenfualan dari Mhan-hihan G g

Manimbing, bahwa gesuni danpean keterangan sksi Wahyu
Anton dijelaskan bahwa banqw Prdn tannmal 26 Mei 2003 gnkasd
telah membeli pil Double I sebinyak 14 butir Aqpi terdakwn
dencan harga Bp,12.000,~ (Dua belns »SbHu runinh). Bahwn ke-
teranean sakai Wahyu Anton Aiverkunt lari deneqn keterangan

sqkei Tcpuh 32tiawan yane nemhenarkan brhwa benar mdp tang-

Fnl 26 MCi 2003 talqah nenvu*uh Wahyu Anton membeli pil Doy -

ble L untuk kenarluan Airinya danmn manyerahkan ving sehq -

nyak Rp.12.000,- (Dun belas »ibhu runiqh) ;

Menimbine, balwa terdakwa Aqlqm katernpaniys membe -

narkan kateranmn gqkai Wby Awmdan Aasa Mo ooos M Togh e o e b

y
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stlanfutnys Aalam keteraneannya mangakui brhwa Airinya men-
junl »il Double L tersebut telnh Ailakuktannya lturang labih

gelama 3 Bu]nn denman kauntuncan gakitar Rp.200.000, -~ (Dun-
ratug ribu rupiah), B.hwa terdakwn memparoleh pi1sokan pil

Double L tersebut dari tamannyag Yang bernama Kholis yane -
tinreal A1 Pare dimana per box yanre berigi 100 butir Aibeli
terdaltwn gehqareq Rp.30.000,~ dan kemudinn Aijual lari oleh
terdakwa kepada omng 1lain ner tiknya yane berisi 10 butir

arharea Rn.4.000,- (empat ribu »uniah)

Menimbine, bahwa gasuai dengan fakta hasgil nemeriksn-
A Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabane Surabayn
No.IA B, 255 ANF /2003 taneeal 23 Juni 2003 terny.tn benar bh-
wa barans bukti barupa 14 (empat balas) butir pil Double L
yanr 4 junl oleh terdaliwn kanadq gakgi Wahyu Anton dan Teguh
Satiawan tersebut tearmasuk obat karas karena mengandung by -
han aktif Triheksifenidil Hel (tidak termasuk Narkotika mu-
pun paikotronika tetanrd termisuk obt kerng atqau Daftar G)
Aimana Adidalan pcr;ﬁqrqn atau peniunlan obt-otnt tersebut
harus mendapat 1iin atqu rekomendnsi dari Departemen Kese -

hatnn c/a Direktomt Jendernl Obrt Aan Maltanan

Hanimbanre, bahwn berdasartan rangkaian dan pertim -
banpan faktn-faltta tersebut menurut m felis unsur ad 3 telah

terpenuhi dan terhukti :

Manimbane, bihwa olak karena senua unsur-unsur dari
Anltwaan telah terranuhi mnka terbuktilah gecara anh dan me-
yakinkan terdakwa barsalah melakukan tindak pidam "Tanpa -
hak menjuqi han-brhan yane tarmasuk Dqftar GM nelanmpar

pisal 3 (1) jo pnsal 12 Stbh, No.419 tabun 1949 ;

Meninbane, bahwa oleh knrena terdaltwn telah terbukti

Ainyatakan bersalah dan -gelama nersidangan tidak ditemuknn
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n9anvya nlasan-qlaaan Yone damt menrhapushnn kegnlahan ter -
Anltwa mqkn kepadanyn haruglah Al jatvhi nidqnng yang setimpal

fdenean kegalahannys

Menimbang, Mhwa oleh arenn ada kakhqawatiran terdal-

."wq AMnn melarikan Airi atqup nenghindarkan Airg Adari nidqang

¥aar Al Jatubltan mkq malelis bardagarkan undaneg-undang ber -
nlangan untuk menetapkan amgir terda e, tetan Altahan dalam --

Rumah Tahanan Neparg o

Menimbine, Whwa oleh tarenq gajfqlk perkara ini dipe -
riltas mulani Adqxy tingkat nenyidikan, nenuntutan dan pergi --
Annman terdaliwn berda Aqlam g thtug tahanan maka maan nenn -
hanan yang telnh A1 J21ani teraabut rknn ddkuranelkan aeluruh-

nya Adari lamanya pldana yane qlan Al fatubltan

Maninhine, bahwa bamne buktl dalam parkara ini berupq:
14 (empat belag) butir nil Double L cleh karens masih diper-
Iultan gebagai barang bukti dqlam nerkara 1ain yaitu perkarn
Wahyu Anton dan Teruh Setiawnn maka barane bukti tersebut --
akan Aitetankan Alcunakan sebageai barane bultti dqlam nerkara

Inin ;

Menimbange, bahwa oleh ltarenq terdaltwqa telph terbulctt

dinyntakan hargalah Aan akan Al Jatvhi pidanng mala ke danya

- haruslnh dibebani untulkk mambayar biay perkara yang besarnyn

akan Aitentukan nantl dalam anmqr putusan ;

Menimbine, hwn sebalunm menfn tuhkan nidam kepadn
terdaltun adqalah qnif A bl jaksam npabila teriabih Aqhulu
ﬁipcrhqtiﬁqﬁ tentane hal-ha Yanfn membarqtkan dan hal-hal -
yaar marineankan gebapad berikut :

Hal-hal ymine nanbarqatkan :

= Terdakua tidqk mendvkunm upaya pemerintah yang --

gedanm fiat-cintnyg memberantqag Nqarkoba
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- Tindakan terdakwa danat mrrugak mental kaum gene -

raal muda 3

Hal-hal yang merineqnbon @

- Terdalwa menraku terus termng j
- Terdakws masih muda dan misih hlen diharankan untuk
memperbaiki dirl ;

- Terdakwn menysoal atas nerbuatannyn ;

Manimbane, bahwa berdaanrkan sermn pertimbangan-per -
timbngan terasebut Al atae adalah sudah tepat dan adil kirn-
nyn yang akan A1 jatuhkan sebarnimana Aiaabutknn nanti dalam

amar putusan ;3

Menpingat dan memperhatilan pasal 3 (1) yo pasnl 12
Stb. Fo.419 Tahun 1949, Bab XVI Undang-undang No.8 Tahun -
1081 tentang KUHAP, UU No.14 Tahun 1970 yo, UU No.3% Tahun
1999 tentang Kelkuasaun Knhaltiman serta paraturan-peraturan

yani be rannelutan 3

MENGADILTI:

1. Manyatakan bahwa terdilwa : YUDI KRISWANTOPO terbukti
grcara 3ah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pi -
Anma ¢ " TANPAHAK MENJUAL PAHA N-BAHAN YANG TRERMA SUK -
DAFTAR G " 3

2. Manjatuhkan pidann kepada terdakua Aanean nidana nenjara
aelamn A (ENAM) RUTAN ;

3, Meneatankan masa pennhanan yane talah dijalani oleh ter. -
Aakun. targabut Aikumnekan geluruhnya dari Iamanya pldn-
nn ynne A1 ia tuhkan ;

A. Manetaplian apar terdaltin tatan Afitahan }

5. Menatapkan barnng=barane buktd berupn : 14 (empnt belas)

biitir  saecaees
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A -

butir il Double L Aleunalean 8abaairl barang bukti Aalam
parkara 1lnin ;
6. Menetapkan, membebani terdaliwa untule membayar binyn per~

kara sebesar Rp.2.000,00 (Duq ribu runiah) ;

Damikinnlah diputusknn Anlan Tarat nArmusyawaratan
ma 12118 hakim Pengadilan Negari Kediri padn hari : Kamig,
tangEyl 41 Sentanbar 200%, olsh kami : MULYA NTO, S.H. sebn
il Halkim Ketuan Mnjelia, P.M, SIIAIAHI, S.H. dan NUGROHO
SETIADIT, 8. m sinp-maginm gabaead Halkim anmpota, putvann
mana Aivcankan dalam sidang yana tearbula untule umum Dada
hari Kamis, tanrpal 11 Senptember 2003 oleh Hakim Ketua -
Ma jelis tergebut dengan dihadiri oleh P.M, SIIALAHI, S.H,
Aan SUPRAYOGI, S.H. halkim-halzin anerota dengan dibantu oleh
SUBARNO, S.¥. sabarai Panitara Pancmintd dan dihadiri oleh
SRI HARTINI, 8., gebam i Jalkkan Penuntut Unmun, aerta dihg-

Airi oleh terdakwn.

Halkim-hakim nnero tn, Haltim Ketua Mq jelis,

1. P.M, SIIAIAHI, S.H. MU LYARTLH S H,

2. SUPRAYOQT, S.H.

Paniters Panppantd,

C{L{Q\// 2
-5

RIS
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